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B A B  I

P E E T D A H U L U A H

1. Latar, JBelakang Permaaalahan dan Rumusannva

Tanah adalah merupakan car ana pokok dan mempunyai 

arti yang oangat penting bagi kehidupan manueia# Hamplr 

dalam seluruh kegiatan hidupnya manusia memerlukan tanah 

oobagai ear ana. Mulai dari keperluan untuk tempat pemu- 

kiman, bercocok tanam sebagai upaya bagi memperoleh pa- 

ngam, sampaipun pada akhir hayatnya, oanusia masih tetap 

□enerlukan tanah sebagai tempat jasadnya dikefeumikan*

Seiraaa dengan perkeabangan budi daya bangsa Indo­

nesia untuk memajukan negara dan rakyatnya dalam mencapai 

sasaran pembangunan nasional, oangat terasa pada akhir- 

akhir ini peningkatan kebutuhan akan penyediaan tanah, 

untuk menampung perkembangan perekonomian, sosial budayat 

serta bidang tehnologi* Dalam jumlah yang besar diperlu­

kan penyediaan tanah untuk perkebunan, peternakan, induo- 

tri, pezfcantoran, pemukimatt, tempat hiburan, serta jalan- 

jalan sebagai oarana perhubungan*

Sehubungan dengan hal di atas, makin bertambah pula 

banyaknya tanah yang tersangkut dalam kegiatan tersebut, 

niealnya dalam jual beli, seua ncnyeua, jaminan hutang, 

dan. cebagainya, sehingga nakin terasa pula keperluan akan

1
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2

adanya jaminan kepastian hukum. sehubungan dengan hak-hak 

atas tanah tersebut.

Untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum tersebut, 

maka pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah, yang 

diatur dalam PP no. 10 th. 1961, sebagai pelaksanaan dari 

UU no. 5 th. 1961 pasal 19. Iterdasarkan peraturan terse-* 

but, ditetapkan bahua pendaftaran tanah diselenggarakan 

oleh Direktorat Pendaftaran Tanah dari Direktorat Jenderal 

Agraria, Departemen Dalam Hegeri. Adapun untuk melaksana- 

kan peralihan hak tersebut, ditunjuk pejabat tersendizl di 

luar lingkungan. Direktorat Pendaftaran tanah. Dalam PP no* 

Id th. 1961 paoal 19# ditetapkan bahua untuk setiap per- 

janjian yang bermaksud momindahkan hak atas tanah, mengga- 

daikan hak atas tanah, nemberikan sesuatu hak baru atas 

tanah, serta meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai 

tanggungan, maka perjanjian tersebut harus dibuktikan de­

ngan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT)*

Pejabat pembuat akta tanah tersebut, diangkat oleh 
Menteri Dalam Begeri c.q. Direktur Jenderal Agraria, 
satu orang untuk setiap satu atau lebih daerah kccc- 
natan. Di nana untuk suatu daerah kecamatan belum. di­
angkat seorang pejabat pembuat ekta tanah, maka ccmat 
yang mengepalai uilayah kecamatan tersebut untuk ce- 
mentara ditunjuk karena jabatannya sebagai pejabat 
peabuat akta tanahA

1 Departemen Dalam Negeri, Dlrjen Agraria, Tuntun^n 
Bagi Pejabat- _Penbuat_ Akta Tanah. Tayasan Bina Sejahtora, 
Jakarta, 1962Tselanjutnya disebut Depdagri), h. 8*
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Lebih lanjut dapat dluralkan dl sini bahwa pejabat penbu- 

at akta tanah yang dimaksud adalah:

a* para camat, kepala kecamatan atau kepala wilayah yang 

setingkat dengan kecamatan ditetapkan sebagai PPAT 

oementara (PMA'no* 10 th* 1961 pasal 5);

b. pejabat yang diangkat dengan Keputusan Menteri Dal an 

Hogeri dengan ditentukan wilayah kerjanya, dal an hal 

ini niealnya notaris dan. Iain-lain (PMA no* 10 th* 1961 

yang diubah dengan: SK Hondagrl no* SK 19/DDA/1971 J;

c. pejabat dengan wewenang khusus untuk oenbuat akta pe- 

zdndahan hak guna usaha, dengan daerah kerja neliputi 

ooluruh uilayoh Indonesia, yaitu pejabat tertentu dari 

Direktorat Jenderal Agraria yang diangkat berdasarkan 

SK Menteri Agraria no* SK/13/Depag/66» tanggal 20 Harot 

1966*

Dari kotiga pejabat penbuat akta tanah tersebut, 

canat PPAT mempunyai peluang serta potensi yang besar um- 

tuk nelaksanakan dan mewujudkan kepastian hukum bagi para 

peaegang hak atas tanah di wilayahnya* karena di satu pi­

hak camat merupakan pejabat penbuat akta tanah, sodangkan 

di lain pihak merupakan pinpinan tertinggi di wilayah ko- 

canatan dalam fungsi pemerintahan; dengan demikian canat 

dapat nenjangkau lebih dekat kepada para warganya yang 

nenpunyai kepentingan hukum daloc transckoi cehubungan 

dengan hak-hak atas tanahnya* Dalam pelaksanaan PROUA, 

nioalnya, maka dari ketiga PPAT tersebut» camat morupakan
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PPAT yang langsung dilibatkan di dalamnya.

Berhadapan dengan masyarakat yang mendapat bantu­

an dalam PRONA, yang diperkirakan merupakan kelompok yang 

sebagian beear belurt memahami tentang masalah aorta mak- 

na hukum., maka camat. PPAT menyandang tanggung jatrab yang 

beear dalam menangani peristiwa tersebut. Juga terhadap 

para kepala desa yang merupakan organ di bawahnya, yang 

sering terlibat langsung dalam masalah jual beli tanah 

an tar warga desa yang awam hukum, dan sering pula melaku­

kan tindakan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran da­

ri ketentuan yang ada (PP no. 10 th. 1961 pasal 43 dan 44)i 

naka dalam hal ini camat sebagai pejabat atasannya nenpu- 

nyai wewenang dan merupakan tanggung jawabnya untuk menbo- 

rikan pengertian yang benar kepada para warganya utamanya 

kepada kepala desa yang bersangkutan, sehingga dapat di- 

lakoanakannya ketentuan yang sebenarnya yang berakibat 

terjaniimya kepastian hukum bagi warga masyarakat yang 

mempunyai hak-hak atas tanah.

Dari sudut pandangan sebagaimana uraian di atas, 

maka dalam penulisan skripei ini akan diadakan pembahao- 

an tentang peranan camat selaku PPAT.

2. Alasan. Pemilihan_Judul

Judul yang dipilih ini bertolak dari kesimpulan 

uraian pada sub bab di atas, bahwa camat PPAT mempunyai 

per an yang penting dalam mewujudkan jaminan kepastian

4
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hukum, akan. tetapi dilain pihak juga dijumpai suatu segi 

kerawanan; hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Salah satu segi tugae PPAT adalah menguji kebenar­

an materi tentang subyek maupun obyek dari hak-hak atas 

tanah yang akan dilaksanakan transaksinya, sehingga se­

tiap akta yang dibuat oleh PPAT sehubungan dengan peri8- 

tiwa tersebut dapat dianggap telah mempunyai kebenaran 

materiel maupun formil.

Apabila misalnya PPAT kurang cermat dalam menguji 

kebenaran atas materi tersebut, atau kurang cermat dalam 

melaksanakan tata cara pembuatan akta sebagaimana telah 

ditetapkan; sedangkan dilain pihak untuk setiap akta yang 

dibuat PPAT selalu dianggap benar, maka dalam hal ada ke- 

keliruan yang dibuat oleh PPAT akan membuahkan akta yang 

formil sah menurut hukum akan tetapi materiel tidak* Akan 

terjaminkah kepastian hukum dalam peristiwa ini? Bahwa tu­

gas tersebut merupakan beban yang tidak ringan dan diper- 

lukan tanggung jawab yang besar bagi para PPAT, lebih-le- 

bih bagi para camat; yang karena berdasarkan ketentuan 

dari PMA no. 10 th. 1961 pasal 3 dan 5, maka camat karena 

jabatannya diangkat selaku PPAT tcnpa melalui ujian seba- 

gaimena PPAT lainnya. Hal ini berarti bahwa belum ada suatu 

kriteria atau keharusan bagi camat PPAT untuk menguasai bi­

dang tugae, wewenang, dan tanggung jawabnya dalam tingkat 

penguasaan tertentu, sehingga diperkirakan masih mungkin 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
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Adapun. uilayah yang dlpillh adalah beberapa tdlc- 

yah kerja PPAT dl Kotamadya Surabaya, karena selain mem- 

bataei obyek penelltian juga mengingat keterbataean ko- 

mampuan serta tersedianya sraktu penelitian. Kotamadya 

Surabaya adalah merupakan kota yang oedang berkembang de­

ngan pesat, sohingga diperkirakan banyak sekali tranaak- 

oi yang telah dilaksanakan sehubungan dengan beralihnya 

status subyek maupun obyek hak-hak atas tanah.

Dengan kondiei permasalahan di atas, dalam batao 

batas tertentu, ingin diketahui bagaimana serta sejauh 

mana peranan camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah da­

les melaksanakan tugas 9 newenang, serta kewajibannya de- 

lam nelayani masyarakat yang memerlukan akta sebagai buk­

ti bohva telah dilakukannya transaksi sehubungan dengan 

hak-hak atas tanah di beberapa trilayah kerja PPAT di Kota- 

nadya Surabaya.

W. samping hal tersebut, ingin pula diketahui ba­

gaimana hubungan atau kerja soma dengan PPAT lainnya, mi- 

salnya para notaris PPAT di Kotamadya Surabaya.

Hal tersebutlah yang mendorong saya untuk nenulio 

okripsi dengan judul sebagaimana disebutkan di atas.

3. PenJolanan Jwdul

Berdasarkan uraian dari sub Z di atas, mcka dalcn 

penulisan ekripsi ini dipilih judul "Peranan camat oolcku 

PPAT dalam nevujudkan jaminan kepastian hukum bagi pemilik
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hak-hak atas tanah di beberapa uilayah kerja PPAT Kotana- 

dya Surabaya"•

Adapun penjelasan dari maksud kalimat tersebut ao- 

bagni berlkut:
2

a* kata "peranan"* berarti: hal mengaabil bagian ; turut 

serta mengambil bagian^;

b. "camat", yang diaaksudkan adalah kepala uilayah keca- 

natan;

c. kata "selaku", berarti bertindak sebagai • •••; dipilih- 

nya peristilahan tersebut, karena camat sebetulnya ada­

lah jabatan dalam pemerintahan oelaku kepala uilayah 

kecamatan; akan tetapi di sisi lain dapat juga bertin­

dak sebagai PPAT berdasarkan penotapan Menteri Dalan 

Regeei c.q. BLrjen Agraria, sebagaimana diatur dalam 

pasal 5 PMA no* 10 th. 1961;

d. "PPAT" adalah singkatan dari Pejabat Pembuat Akta Ta­

nah, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 PP Ho. 10 

th. 1961 dan PMA no. 10 th. 1961; ialah pejabat yang 

ditunjuk oleh Menteri Dalam Kegeri c.q. Dir*Jen Agraria 

untuk membuat akta perjanjian tentang peralihan hak ser­

ta perbuatan hukum lainnya sehubungan dengan tansaksi

p
Prof. Drs. S, Woyowaeito den W.J.S. Poeruodarminto, 

Knnup Lengkap. Easta, Jakarta, 197^» cot. Ill, h. 125*

f̂f. Moch. Nuh Miraza Cs, Kamun Ksatryn Vocabulary. 
Perpustokaan Kesatria, Jakarta, 1972, cet. 7$ h. 102.

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERANAN CAMAT SELAKU ... ICVARA AMITABA BUDHIVAJA



I w • L I K. ' 8
| P I i m 1 1 \ K, v AN
| " U N I V  f KSi  ( a > \|RL \ ^ G G  \

hak-hak atas tanah; I _ 1 K ' R x Y x 

o* kata "dalam", merupakan kata penghubung untuk predlkat; 

tm "metro judkan kepastian hukum.", kata-kata ini diambil da- 

ri kata ke 2, 3, dan k dari rtunusan pasal 19 UU no. 5 

tlu I960; yang dimaksudkan di sini, khususnya dalan bi- 

dang pertanahan, mempunyai pengertian adanya kepastian 

tentang adanya hak apa yang berada di atas tanah yang 

bersangkutan , siapa pemilik dari hak tersebut atau su- 

byeknya, batasan tentang tanahnya sendiri atau obyeknya, 

keoudian hukum atau peraturan yang mengatur tentang ada­

nya hak serta keixajiban atas tanah tersebut, termasuk 

dalam pengertian ini adalah tata cara perolihannya, juga 

suatu kontinuitas kebijakan dalam pelaksanaan perundang- 

undangan. tersebut;

g. kata "bagi", merupakan kata penghubung yang menunjuk pa­

da obyek;

h. "pemilik hak atas tanah", yang dimaksud ialah subyek hu­

kum dari hak-hak atas tanah, yang berarti bukan saja pa­

ra pemilik tanah akan tetapi termasuk di dalamnya ialah 

para pemegang hak-hak lainnya, misalnya gadai, crediet- 

verband, HGB, HGU dsfc.;

i. "di beberapa trilayah kerja PPAT Kotamadya Surabaya", 

kata: di beberapa, menunjukkan bahwa tidak merupakan se- 

luruh vilayah kerja PPAT; sodangkan uilayah kerja PPAT 

itu sendiri mempunyai pengertian sebagaimana ditetapkcn 

dalam pasal 1 dan 2 PMA no. 10 th. 1961, ialah uilaych
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9

kecamatan atau izilayah yang dipersamokan dengan itu; 

adapun uilayah yang dimakaudkan ialah kecamatan Tegal- 

eari9 Gubeng, Bubutan, Runout, Wonokromo, Sukolilo, 

dan. Tandes; dari beberapa kecamatan tersebut diharapkan 

dapat dipakai sebagai gambaran tentang keadaan di Kota- 

nadya Surabaya pada umumnya#

Karena judul tersebut merupakan penyebutan dari iei 

serta inti penuliean dan sekaligus nerupakan batasan dal an 

penbahasan, maka dalam skripsi ini titik berat pcmbahasan 

hanyalah kepada peranan atau keikutsortaan camat oolaku 

PPAT dalam mengaabil bagian oohubungan dengan pelakoanturn 

uoaha pemerintah untuk nomijudkan jaminan kepastian hukun 

bagi para pemilik hak-hak atas tanah sebagaimana dimakoud- 

kan dalam pasal 2 ayat 2 utananya pada huruf c, dan pacal 

19 VU no* 5 th. 1960, di uilayah kecamatan Tegaloari, Gu­

beng, Bubutan, Y/onokromo 9 Rungkut, Sukolilo, dan Tandeo 

yang nerupakan sebagian dari 19 uilayah kerja PPAT di Kota- 

nadya Surabaya.

it. Tn.lttnn Penuliean

Dengan keterbatasan pengetahuan yang pada saat ini 

dapat saya kuasai, baik yang berasal dari materi perkuliah- 

an oelama di Fakultas Hukum serta bah an pustaka yang dapat 

saya baca dalam ilcu hukua umumnya serta bidang agraria 

khususnya; maka dengan penulisan ini dimaksudkan untuk dc- 

pat lebih mendalami masalah di bidang agraria, utamanya
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tentang peranan PPAT*

ELharapkan pula bahua penullsan ini ualaupun sangat 

tidak nemadai, kiranya dapat memberikan tambahan bahan pe- 

ngotahuan tentang masalah PPAT, serta diharapkan pula ada 

suatu manfaat yang dapat dipetik oleh rekan mahasiswa Ber­

ta peobaca lainnya*

4. Motodologi 

a* Sunber data*

Bahan-bahan tentang dasar hukun yang berlaku sohu- 

bungan dengan tugas, treuenang dan keuajiban PPAT diperoloh 

dari perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta pe- 

tunjuk kerja yang diterbitkan oleh Menteri Dal an Hegeri 

serta Dtrektorat Jenderal Agraria* Juga dipakai peraturan 

hukum pada umumnya serta perundang-undangan lainnya seba­

gai bah an penunjang* Adapun. data tentang praktek pelaksa- 

naannya diperoleh dari penelitian lapangan di beberapa ui­

layah kecamatan Kotamadya Surabaya*

b* Pengumpulan bah an dan data*

Untuk memperoleh bah an serta data diadakan studi 

kepustakaan, dengan mempelajari literatur sehubungan de­

ngan nasalah PPAT, dasar hukum yang merupakan perundang- 

undcngan serta peraturan lainnya sebagaimana disebutkan 

dalam daftar bacaan. Juga berpegang pada materi perkulich- 

an, utamanya yang membahas pokok permasalahan dalam kuliah 

hukum agraria; sehingga dapat diperoleh gambaran serta po-
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gangan secara llolah dalam penyueunan flkrlpsi ini# Mengadc- 

kan penelitian. lapangan, sedapat mungkin aengamati praktek 

pelaksanaan peraturan yan>s berlaku; mengadakan uauancarn 

dengan para pejabat (PPAT), juga pejabat lain yang berhu- 

bungan serta mengadakan wawancara dengan pen!Ilk hak-hak 

atac tanah* Penelitian tersebut dllakukan di beberapa uila­

yah kecamatan Kotamadya Surabaya*

c* Analiea Bahan dan Data*

Dari bahan serta data yang diperoleh tersebut, di- 

coba untuk menyimpulkan dengan membandingkan antara teorl 

dan praktek pelaksanaannya di dalam masyarakat*

5. Sialematika. dan Pertanggunglaxiaban

Agar penyajian skripsl Ini dapat dilkuti serta di- 

pah ami dengan balk, maka diusahakan untuk menyusunnya da­

lam bentuk yang sistematis*

Uraian-uraian dibagi dalam bab, sedangkan untuk oo- 

tiap bab dibagi dalam sub bab*

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang nengeaukakan 

garie besar secara menyeluruh tentang peranan camat sole- 

ku PPAT, metodologi yang dlpakal serta alat penyueunan 

ckrlpsl; juga petunjuk pemahaman penulisan yang dinyatakcn 

sebagai sistematlka skripsl*

Bab II, berisi uraian tentang peraturan perundang- 

undangan yang berlaku sebagai dasar hukum untuk membahao 

peranan PPAT; bab ini dimaksudkan sebagai pegangan untuk

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERANAN CAMAT SELAKU ... ICVARA AMITABA BUDHIVAJA



12

memperoleh landaeaiL ilmlah dalam pembahaean masalah se- 

lanjutnya#

Bab III| bab ini menguraikan tentang batasan ten­

tang pejabat pembuat akta tanah, pengangkatan serta pea- 

berhentiannya, daerah kerja serta hak kevajibannya*

Bab IV, menguraikan tentang tugas dan vevrenang PPAT 

juga membahas tentang perbuatan hukum sehubungan dengan 

hak-hak atas tanah, yang berupa pemindahan hak, pemberi- 

an hak baru atas tanah, menggadaikan hak atas tanah, serta 

oeminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan«

Bab V, merupakan inti pembahasan permasalahan dalam 

ekripsi ini*

Bab VI, merupakan kesimpulan dan saran.

Dengan telah dikemukakan susunan sistematika skrip- 

si tersebut, berikut ini disampaikan pertanggungjairaban- 

nya*

Karena ekripsi ini bertujuan untuk menyajikan suatu 

karya ilmiah sebagai ha6il analisa serta penelitian atas 

dasar bah an serta data primer dan atau sekundair, maka se­

cara keseluruhan akan diketengahkan tentang permasalahan 

yang akan dibahas, metode analisa, cara memperoleh bahan 

dan data, kemudian kesimpulan serta earan yang disertai 

dengan daftar pustaka yang dipergunakan.

Sebagai pendahuluan, dalam penulisan Ini akan di- 

uraikan tentang pandangan umum yang merupakan ide dasar 

dari penulisan ekripsi ini* Diharapkan agar setiap pembc-
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ca sudah nempunyai gambaran yang lengkap tentang materl 

yang akan dibahas, ialah tentang peranan camat selaku po- 

jabat pembuat akta tanah dalam memijudkan jaminan kepasti­

an hukum bag! pemilik an hak atas tanah, sehingga nemudah- 

kan penylmakan dalam mengikuti setlap uraian dalam penn- 

lisan ini*

Untuk mengadakan penelahan tentang permasalahan 

tersebut lebih lanjut; perlu diketahui tentang dasar-dasar 

hukum serta perundang-undangan sebagai landasan ilmlah ce- 

hlngga didapatkan kepastian tentang kedudukan camat selaku 

pejabat pembuat akta tanah di dalam lingkup peraturan ko- 

agrariaan* Dasar-dasar hukum yang dlmaksud dimilai dari 

peraturan yang paling mendasar ialah Dasar Poraturan Pokok- 

pokok Agraria Indonesia yang berupa UU no. 5 th. I960*

Lebih lanjut diuraikan tentang pendaftaram tanah sebagai 

upaya dalam memijudkan jaminan kepastian hukum bagi para 

pemilik hak-hak atas tanah yang diatur dalam pasal 19 UU 

no. 5 tfc* I960, dan perundang-undangan yang diterbitkaa 

sebagai peraturan pelaksanaannya, ialah PP no. 10 th* 1961 

dan PMA no* 14 th* 1961.

Setelah diadakan pembahasan tentang landasan per­

aturan hukum serta perundang-undangan sebagai dasarnya, di- 

ketengahkan gambaran yang lebih jelas tentang apa dan dapa 

PPAT tersebut, dengan menguraikan tentang batasan, cara pcng- 

angkatan serta pemberhentlannya juga hak dan kenajibannya, 

berdasarkan PMA no* 10 th* 1961*
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Kemudian lebih lanjut dlbahas tentang tugas-tugas 

dan wewenangnya* serta macam perbuatan hukum yang haruo 

ditangani oleh PPAT; procedure pembuatan akta serta per* 

syaratan penerbitan akta dengan uraian yang terperincl 

mengingat penguasaan materi ini norupakan suatu dasar yang 

penting tentang sahnya suatu akta. 131 dalam uraian tentang 

masalah tersebut* dljelaskan pula tentang macam-macaa: hak 

atas tanah* untuk mondapatkan gambaran tentang status hu­

kum atas subyek maupun obyek dari adanya transaksi tentang 

hak-hak atas tanah tersebut*

Dengan telah dluraikannya landasan tentang peratur- 

an hukumnya maka diadakan penelitlan di beberapa uilayah 

kecamatan di dalam lingkungan Kotamadya Surabaya* yang ju­

ga merupakan uilayah kerja PPAT; untuk memperoleh data ten­

tang praktek pelaksanaan dari peraturan yang ada dalam ba- 

tas-batas tertentu* Data tersebut diperoleh dari penelitl­

an serta basil tmvcncara dengan camat* pihak bank yang nec- 

buat transaksi credietverband dengan nasabahnya* kantor 

agraria* para pelsksana PROHA di beberapa kelurahan dan ke­

camatan, dan juga para pembantu camat* Wawancara juga di­

lakukan dengan para "pemilik" tanah* bukan saja mereka yang 

telah cemilikl sertifikat tanah* akan tetapi juga mereka 

yang hanya memiliki surat jual beli di batrah tangan yang 

dlkuatkan oleh kepala desa bahkan Rtf; para pemegang petok

0, yang kebanyakan dari mereka sudah merasa memiliki bukti 

yang kuat tentang hak atas tanah yang dikuasainya pada ucktu
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itu* Suae ana perkembangan kota Surabaya, ditinjau dari se- 

gi keperluan tanah yang luas, juga pengaraatan atas pena­

waran dan permintaan jual-beli, serra tanah, serta tran- 

sakoi lain sehubungan dengan hak atas tanah yang dimuat 

dalco iklan surat kabar terbitan kota Surabaya, merupakan 

tombahan gambaran tentang situaoi transaksi pemindahan 

obyek maupun subyek sehubungan hak-hak atas tanah di Kodya 

Surabaya*

Dengan telah diperolehnya data tersebut, kemudian 

diadakan analisa serta penilaian. yang merupakan inti pen- 

bahonan dalam penulisau skripsi ini, yang berupa peninjau- 

on tentang peranan camat selaku PPAT dalam memijudkan jo- 

minan kepastian hukum bagi pemilik hak-hak atas tanah di 

beberapa trilayah kecamatan Kotamadya Surabaya*

Akhimya diketengahkan kesinpulan-kesimpulnn yang 

merupakan hasil pembahasan dari analisa serta penilaian 

tersebut dan kemudian diajukan saran-saran, dengan harap- 

au dapat bermanfaat bagi yang meoerlukannya.
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PERATURAN PERUNDANG-0NDANGAN YANG BERLAKU SEBAGAI DASAR 

HUKUM DALAM PEMBAHASAN PERANAN PEJABAT PEMBUAT

AKTA TANAH:

1* Se.larah Penyusunan Undang-undang PokokAgraria Sebagai 

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Indonesia

Sebelun berlakunya UUPA (ffU no* 5 th* 1960) yang 

nerupakan Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Indonesia* 

di negara kit a dijumpai keanekaan kaidah hukum yang meng- 

atur tentang masalah agraria*

Pada saat itu dasar hukum agraria yang berlaku ter­

diri dari:

1* peraturan-peraturan yang bersumber pada hukun adat, 

yang mengakibatkan dikenal adanya tanah-tanah ulayat, 

tanah milik, tanah gogolan, dan sebagainya, adapun ta- 

nah-tanah tersebut lasim disebut dengan "Tanah Adat" 

atau "Tanah Indonesia";

2* peraturan-peraturan yang bersumber pada hukum barat, 

yang mengakibatkan dikenal adanya tanah eigendom, ta­

nah opstal, tanah erfpacht, dan sebagainya, adapun ta- 

nah-tanah tersebut lasim disebut dengan "Tanah Barat" 

atau "Tanah Eropa".

16
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Untuk tanah-tanah barat, dapat dlkatakan hamplr seluruh- 

nya terdaftar pada suatu kantor yang dikenal sebagai Kan­

tor Kadaster, sedangkan tanah adat sama sekall tidak ter­

daftar* Hal tersebut mengaklbatkan sudah terclptanya Ja- 

mlnan kepastian hukum bagi tanah-tanah barat, yang seba- 

glan besar dlmlllkl oleh orang-orang Belanda atau yang 

dipersamakaa; tidak demikian halnya dengan tanah adat yang 

diniliki oleh rakyat Indonesia aeli* Berlakunya hukum agra­

ria adat bersana-sama dan berdamplngan dengan hukum agra­

ria barat itulah yang menyebabkan hukum agraria kita di- 

sebut bersifat dualistis*

Sebagai aklbat lebih lanjut dari adanya dualisno 

dalan hukum agraria tersebut, diperlukan adanya hukun 

agraria antar golongan, sehingga diharapkan dapat menbc- 

rikan penyelesaian tentang hubungan-hubungan naupun per- 

maealahan yang tlmbul sebagai aklbat berlakunya dua nacon 

dasar hukum agraria tersebut*

Semenjak jaman kolonial, yang dipakal landasan ba­

gi pemerintah untuk menyelenggarakan politik pemorintah- 

annya adalah hukum agraria admlnistratip, yang dikenal 

sebagai Agrarische Wet tahun 1870, dengan Agrarisch Bes- 

luit sebagai peraturan pelaksanaannya yang mengumandang- 

kan az&a Domeinverklaring yang berarti bahua: "semua ta­

nah yang orang lain tidak dapat membuktlkan- bahua tanah 

itu nillk Ceigendom)nya, maka tanah itu adalah milik
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(eigendom) negara11.^

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bah- 

va pada saat itu dijumpai aneka macam kaidah-kaidah hukum 

yang mengatur masalah agraria di Indonesia; akan tetapi 

justru menempatkan rakyat Indonesia asli pada kedudukan 

yang sulit untuk memperoleh jaminan kepastian hukum bagi 

pemilikan hak-hak atas tanahnya, tanpa menundukkan diri 

pada hukum barat. Hal tersebut dapat terjadi karena ber- 

pangkal dari adanya dualisme hukum agraria yang berlaku 

tersebut*

Berdasarkan penjelasan umum UUPA angka I no* 1 dan 

angka III no* 1 menyebutkan bahwa dualisme hukum itu ti­

dak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa, yang meng- 

hendaki hukum yang satu pula* Hal tersebut berarti bahwa 

perlu dihapuskannya dualisme dalam hukum agraria tersebut; 

Sebagaimana ditegaskan juga dalam Lampiran Ketetapan MPRS 

No. II/MPRS/1960 halaman Zif65 dan 2563 (buku ke - Bnpat 

Djilid XII) sebagai berikut:

• •• dualisme dalam hukum agraria yang kini masih ber­
laku harus segera diganti dengan Undang-undang Pokok 
serta peraturan-peraturan agraria yang baru, yang ber- 
sifat nasional berdasarkan Pancasila, Undang-undang 
Dasar 19^5 khususnya pasal 33 serta Manifesto Politik 
Preeiden*

**K. Wantjik Saleh, S.H., Hak An da Atas Tanah. 
Ghalia Indonesia, Jakarta, cet* IV, 1982, h. 0*
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Dualisme dalam hukum agraria yakni dengan adanya hak- 
hak barat di samping hak-hak adat, harus pula ditla- 
dakan*
Kita harus menuju pada hukum agraria n&sional dan 
unifikasi dari hak-hak atas tanah agar sup ay a rakyat 
dapat menikmatl manfaat tanah) .dan dapat mengusahakan- 
nya untuk pembangunan*5

Ternyata untuk merealisir perombakan hukum agraria secara

menyeluruh menerlukan waktu yang lama, karena masih banyak

masalah serta persoalan yang harus dlselesalkan dengan se-

gera sampai terbentuknya hukum yang baru tersebut* Untuk

mengatasi hal itu maka terpaksa masih dipergunakan hukun

agraria yang lama, akan tetapi pelaksanaamtya berdasarkan

tafeiran yang baru berdasarkan azas-azas Fancasila dengan

tujuan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 33

UUD 1945* Ternyata tidak semua persoalan dapat diselesai-

kan dengan cara tersebut, sehingga dlperlukan berbagai

peraturan yang menghapuskan beberapa lembaga feodal dan

kolonial, juga peraturan-peraturan yang mengubah atau Ete-

lengkapi peraturan yang lama*

Adapun usaha-usaha yang nyata untuk menyusun da-

sar-dasar hukum agraria Indonesia yang baru sebenamya

sudah dimulai pada tahun 19W »  dengan pembentukan panitia-

panitia agraria sebagai berikut:

5Boedi Harsono, S.H., Pndang-undang Pokok Agraria 
Se.larah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya. Bagian I, jil.I 
cet* III, Jambatan, Jakarta, 1970, (selanjutnya disebut 
Boedi ITarsono I), h* 45*
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a * Panitia Agraria Jogjakarta* yang dibentuk berdasar­

kan Penetapan Presiden Rl, tanggal 21 Hei 1946, no*

16* Bertindak sebagai ketuanya Sarimin Reksodihardjo 

dengan anggota yang terdiri dari pejabat dari berba- 

gai kementerian dan jawatan; anggota-anggota Badan 

Pekerja KNIP yang mexrakili organisasi tani dan daerah, 

ahli-ahli hukum adat, serta uakil buruh perkebunan* 

Adapun tugas-tugas yang diberikan kepada panitia 

tersebut antara lain sebagai berikut:

1* memberikan pertimbangan kepada pemerlntah tentang 
permasalahan hukum tanah seumumnya;

2* merancang dasar-dasar hukum tanah yang memuat po- 
litik agraria Negara Republik Indonesia;

3* merancang perubahan, penggantlan, pencabutan por- 
aturan-peraturan lama, baik dari sudut legislatip 
maupun dari sudut praktek;

if* menyelidiki soal-soal lain yang berhubungan dengan 
hukum tanah*

Dalam tahun 1950, panitia tersebut telah berh&sil ce- 
nyueun usulan yang berupa azas-azas yang dlmaksudkan 
sebagai dasar dari hukum agraria yang baru sebagni 
berikut:

1* dilepaskannya azas domeln dan pengakuan hak ulayat; 
2* dladakan peraturan yang memungkinkan adanya hck 

perseorangan yang kuat, yaitu hak milik yang dapat 
dibebanl dengan hak tanggungan;

3. dladakan penelaohan dalam peraturan di negora loin, 
utamanya negara tetangga, untuk menentukan apckch 
orang asing dapat mempunyai hak milik atas tanch; 

if* perlu ditetapkan pemilikan luas minimum tanah;
5* perlu ditetapkan pemilikan luas maximum tanah;
6* menganjurkan untuk nenerlma skema hak atas tanah 

yang diusulkan oleh Sarimin Reksodihardjo;
7 * perlu dladakan registrasl tanah milik dan hak co-
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numpang yang penting,^
t

Panitia tersebut kemudian dibubarkan pada tahun 1951» de­

ngan pertimbangan bahwa sudah tidak sesuai lagi dengan 

keadaan negara pada saat itu yang telah mengalami perubah- 

an dari bentuk republik serikat ke bentuk negara kesatuan,

b. Panitia Agraria Jakarta, yang dibentuk berdasarkan Ke- 

putusan Presiden RI tanggal 19 Maret 1951# yang di da­

lam keputusannya tersebut juga berisi pembubaran "Pa- 

nitia Jogyakarta".

Panitia yang baru ini diketuai oleh Sarimin Rekso- 

dihardjo, yang pada tahun 1953 diganti oleh Singgih Prap- 

todihardjo* Bertindak sebagai uakilnya ialah Sadjartro* 

Dengan tugas yang hampir sama dengan Panitia Djogjakarta, 

maka pada tahun 1955 dapat mengajukan usulan tentang coal 

tanah untuk pertanian kecil (rakyat) sebagai berikut:

1. menetapkan batas minipnm 2 hektar;
2* menetapkan batas maximum 25 hektar tiap keluarga; 

tanah petani kecil hanya dapat dimiliki oleh uorga 
negara Indonesia, tanpa dibedakan yang asli don 
yang bukan asli;
untuk petani kecil diterima bangunan hukum hak ni- 
lik, hak usaha, hak setra d«i hak pakai;

5* hak ulayat disetujui untuk diatur oleh atau atas 
kuasa undang-undang sesuai dengan pokok-pokok da­
sar negara*/

Panitia ini dibubarkan pada tahun 1956.

6IbicU. Ju 95, 96. 

7m i &, h. 97.
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c* Panitia Negara Urusan Agraria, dibentuk berdasarkan 

Keputusan Presiden Republik Indonesia No* 1/1956, 

yang sekaligus merupakan keputusan pembubaran Panitia 

Agraria Jakarta* Panitia ini diketuai oleh Soercahjo 

Soemodilogo, dengan tugas utama mempersiapkan renca- 

na Undang-undang Pokok Agraria Nasional, yang sedapat 

mungkin dapat diselesaikan dalam satu tahun* Dengan 

suratnya no. I/PA/1958, tanggal 6 Februari 1958, ter- 

nyata panitia tersebut telah berhasil merumuskan nas- 

kah Rancangan Undang-undang yang dimaksud dan kemudi- 

an diserahkan kepada Menteri Agraria yang pada waktu 

itu dijabat oleh Soenaryo* Karena tugas yang dibeban- 

kan telah selesai, maka panitia ini dibubarkan pada 

tanggal 6 Mei 1958*

Adapun pokok-pokok yang penting daripada rancang- 

an undang-undang pokok agraria hasil kerja panitia ter­

sebut adalah:

1* dihapuskannya asas domein dan diakuinya hak ula- 
yat, yang harus ditundukkan pada kepentingan umum; 

2* azas domein diganti dengan hak kekuasaan Negara 
atas dasar ketentuan pasal 38 ayat 3 Undang-undang 
Dasar Sementara;

3* dualisme hukum agraria dihapuskan* Secara oadar 
diadakan keeatuan hukum yang akan memuat lembaga- 
lembaga dan unsur-unsur yang balk, baik yang ter- 
dapat di dalam hukum adat maupun hukum bar at*
Jadi tidak dipilih salah satu hukum sebagai dasar 
hukum agraria yang baru tersebut;

^* hak-hak atas tanah: hak milik sebagai hak yang 
terkuat, yang berfungsi sosial. Kemudian ada hak 
bangunan dan hak pakai;
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5* hak milik hanya boleh dipunyai oleh warga nega­
ra Indone6la9 tidak dibedakan yang asli dan ti­
dak asli* Badan hukum pada azasnya tidak boleh 
nempunyai hak milik atas tanah;

6* perlu diadakan batasan maximum dan minimum luas 
tanah yang boleh menjadi milik aeseorang atau 
badaxt hukum;

7* tanah pertanian pada azasnya harus dikerjakan 
dan diusahakan sendiri oleh pemiliknya;

8* perlu diadakan pendaftaran tanah dan perencanaan 
penggunaan tanah.8

Dengan beberapa perubahan runusan serta sistematikanya, 

maka rencana undang-undang pokok agraria tersebut oleh 

Menteri Agraria Soenaryo dlajukan ke Devan Menteri pada 

tanggal 14 Maret 1958* Rencana Undang-undang tersebut 

kemudian dikenal sebagai "Rancangan Soenaryo*** Dengan 

amanat Presiden tanggal 24 April 1958 no* 1307/HK, ran­

cangan Soenaryo tersebut dlajukan ke Devan Peruakilan 

Rakyat* Karena dalam pembahasan di DPR mengalami ketl- 

daklancaran, maka rancangan undang-undang tersebut di- 

tarik kembali oleh Kabinet Kerja*

Sehubungan dengan berlakunya kembali Undang-un- 

dang Dasar 1945* maka Rancangan Soenarjo yang masih di- 

susun berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara terse­

but diadakan penyempumaan dengan menyesuaikan azas- 

azas di dalam UUD 1945* dalam bentuk yang lebih lengkap 

dan sempuma* Rencana UUPA tersebut kemudian dikenal so-

8Ibid„. h. 99.
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bagai Rancangan Sad jar wo. (Pada saat Itu yang menjabat 

sebagai Menteri Agraria ialah Sadjarwo). Rancangan ter­

sebut yang telah disetujui oleh Kablnet inti dalam si- 

dangnya tanggal 22 Juli I960 dan telah pula disetujui 

oleh Kablnet Pleno dalam sldangnya tanggal 1 Agustus 

I960; maka dengan Amanat Presiden tanggal 1 Agustus 1960 

No* 258lf/HK/60 rancangan UU tersebut diajukan ke DPR-GR* 

Persetujuan. DPR-GR atas rancangan UU tersebut diberikan 

pada tanggal 21f September I960 yang kemudian disahkan 

oleh Presiden menjadi UU no. 5 tahun 1960 tentang Per­

aturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang kemudian dikenal 

sebagai UUPA. UUPA tersebut diundangkan dalam Lembaran 

Negara tahun 1960 no* 104 yang mulai berlaku pada tang­

gal Zk September 1960*

Dengan adanya UUPA tersebut berarti kita telah 

memiliki suatu UU yang merupakan produk nasional dan te­

lah benar-benar mempunyal landasan Pancasila serta TTUD 

19^5, UUPA tersebut temyata tidak dengan mudah dicipta- 

kan karena baru ada setelah lima belas tahun merdeka, de­

ngan masa penyusunan tidak kurang dari 12 tahun kerja.

2. Dasar-daear Peraturan Untuk Memdudkan Jamlnan Kenaa- 

tian Hukum Bagi Hak Atas Tanah

Dasar-daear untuk mewujudkan jamlnan kepastian hu­

kum bag! hak-hak atas tanah, didapatkan dalam pasal 19

2if

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERANAN CAMAT SELAKU ... ICVARA AMITABA BUDHIVAJA



*5

UU no* 5 tit* I960 yang menetapkan suatu ketentuan yang 

ditujukan kepada pemerintah agar mengadakan pendaftaran 

tonnh dieeluruh wilayah Indonesia*

Dalam pasal 19 tersebut disebutkan:

1 * Untuk Benjamin kepastian hukun oleh Pemerintah di­
adakan pendaftaran tanah dlseluruh uilayah Repu- 
bllk Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang 
dlatur dengan Peraturan Penerlntah;

2* Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meli- 
puti:
a* pengukuran, perpetaan. dan pembukuan tanah; 
b* pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan 

hak-hak tersebut; 
c* pemberian surat-surat tanda bukti hak9 yang 

berlaku sebagai alat penbuktian yang kuat;

3* Pendaftaran tanah dlselenggarakan dengan nengingat 
keadaan negara dan masyarakat, keperluan laluliiL- 
tao social ekonooi certa keaungkinan penyelenggc- 
raannya, menurut pertinbangan Menteri Agraria;

4* Dalam Peraturan Pemerintah dlatur biaya-biaya yang 
bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalo 
ayat 1 di atas, dengan ketentuan bahua rakyat yang 
tidak nampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya 
tersebut.y

Dengan makln pesatnya laju pertumbohan perekononl- 

an nasional kita, maka makln basyak transaksi yang dlla­

kukan oleh rakyat sehubungan dengan tanahnya* Hisalnya 

jual bell, seua menyetra, juga pemberian kredlt dengan hck 

atas tanah sebagai jamlnan* Sehubungan dengan hal teroo- 

but makln terasa keperluan tentang adanya jeminan kepac- 

tian hukum dalam bidang per tan ah on*

9Boed± Hareono, S.ff., Hukon Agrnrtn Indonesia Hir- 
Bimwn Perftturan-cer atamiJitorL J/vtwh. cet. II, Janbaton, 
Jakarta, 19o1, (selanjutnya dlsebut Boodi Harsono II), 
h* 11*
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Jamlnan kepastian hukum. yang dimaksudkan dalam pasal 19 

ayat 1 tersebut* di bidang agraria* khususnya dalam bi- 

dang pertanahan* menghendaki kepastian tentang adanya 

hak apa yang berada di atas tanah yang bersangkutan* sia- 

pa pemilik dari hak tersebut atau subyeknya* batasan ten­

tang tanahnya sendiri atau obyeknya, kemudian hukum atau 

peraturan-peraturan yang mengatur tentang adanya hak dan 

kenajiban atas tanah tersebut* juga suatu kontinuitas ke- 

bijaksanoan dalam pelaksanaan perundang-undangan tersebut# 

Kepastian tentang hak* subyek dan obyek atas tanah terso- 

but dapat dicapai dengan mengadakan pendaftaran tanah di- 

seluruh trilayah Indonesia* sedangkan kepastian hukumnya 

diperoleh dari dasar-dasar peraturan pelaksanaannya yang 

telah ditetapkan dalam PP no* 10 th* 1961* dengan per­

aturan pelaksanaannya*

Lebih lanjut dari makna pasal 19 ay&t 2* dapat di- 

artlkan sebagai tindakan pislk atas pelaksanaan pendaf­

taran tersebut* yang kegiatannya meliputl:

pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah; hal terse­

but menghasllkan adanya peta-peta pendaftaran dan su­

ra t-surat ukur, sehingga diperoleh kepastian tentang 

letak* batas* dan luas tanah yang bersangkutan; 

b* pendaftaran mengenal status tanah yang meliputl hak- 

hak atas tanah dan peralihan dari hak-hak tersebut* 

juga adanya hak-hak lainnya yang dapat berupa jamlnan
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serta beban-beban lain atas hak tanah yang telah ter- 

daftar tersebut* Selain status darlpada tanahnya, ju­

ga pendaftaran: ini memberlkan keterangan tentang aia- 

pa yang berhak atas tanah yang bersangkutan, sehing- 

ga dapat diperoleh kepastian tentang siapa subyek da­

ri pemilik tanah tersebut*

Dalam pasal 19 ayat 3 ditetapkan adanya suatu ca­

ra penyelenggaraan pendaftaran tanah* Penjelasan Umun 

UUPA angka IV antara lain menyebutkan bahwa akan didahu- 

lukan penyelenggaraan pendaftaran tanah di kota-kota9 uis- 

tuk kemudian lambat laun meningkat pada kadaster yang ne- 

liputi wilayah seluruh negara* Adapun penyelenggaraannya 

haruslah eesuai dengan kebutuhan masyarakat, sederhana, 

nurah, dan dapat dipahami oleh rakyat* Cara tersebut per- 

lu ditempuh mengingat keadaan negara Republik Indonesia 

meliputl suatu wilayah yang sangat luas dan terdiri dari 

daerah-daerah kepulauan yang tidak begitu saja mudah dl- 

jangkau oleh aparat pelaksana pendaftaran tanah, apalcgi 

miealnya fcLla pendaftaran tersebut dilakukan secara so- 

rentak maka akan menelan biaya yang cukup tinggi.

Dipilihnya prioritas pendaftaran di kota-kota, hoi 

tersebut bertolak dari kenyataan bahwa apabila dlbanding- 

kan dengan di pedesaan* maka berkaitan dengan jumlah per- 

sedlaan tanah perkotaan serta dltlllk dari segi intend- 

flkasl tanah yang bersangkutan dalam kegiatan perekoooolan,
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maka masyarakat kotalah yang diraeakan memerlukan segera 

dilaksanakannya pendaftaran tanah tersebut untuk memberi- 

kan kepastian status serta hak kepada yang berkepentingan# 

Mengenal pengaturan blaya pendaftaran, sebagaimana 

dltetapkan dalam UU no. 5 th. I960 pasal 19 ayat 4, mcka 

untuk melaksanakannya lebih jauh dlatur dalam PP no. 10 

th* 1961. Bagi rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari 

pembayaran biaya-biaya tersebut. Hal ini adalah sesuai de­

ngan jiwa bangsa Indonesia yang memiliki rasa s06ial yang 

tinggi, selain hal di atas, ketentuan tersebut juga diha­

rapkan akan memperlancar penyelenggaraan pendaftaran ta­

nah yang dimaksud.

3. Akta dan Sertifikat Tanah yang KLpakai Sebagai Alat 

Buk-ti Tentang Perbuatan Hukum Sehubungan dengan Hak- 

Hak Ataa Tanah

Dalam PP no. 10 th. 19611 tentang Pendaftaran Tanah%

(LN 1961-28) hal yang akan diuraikan di sinl adalah maoc- 

lah alat pembuktian tentang sahnya perbuatan hukum menge- 

nal tanah. DL dalam pasal 19» PP no. 10 th. 1961, sebagai 

peraturan pelaksanaan dari pasal 19» UUPA (UU no. 5 th. 

I960) disebutkan bahwa setiap perjanjian atau transakcl 

yang bermaksud untuk:

a. Qcmindahk&n hak atas tanah; 

fc. nemberl hak baru atas tanah;
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c. menggadaikan tanah;

d. meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai jamlnan; 

maka transaksi tersebut harus dlbuktlkan dengan suatu ak­

ta yang dibuat oleh dan dl hadapan pejabat yang ditunjuk 

pemerintah yaltu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seba­

gai dimakeud dalam PKA no. 10 th. 1961.

Berikut ini akan diuraikan secara singkat tentang 

pengertlan akta PPAT yang merupakan akta otentlk dan ser- 

tipikat tanah*

Dalam pasal 1868 KUHPerdata disebutkan bahwa: 

uSuatu akta otentlk ialah suatu akta yang di dalam ben- 

tuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau 

dl hadapan pegavai-pegatrai umum yang berkuasa untuk itu 

di tempat mana akta dibuatnya".^

Sejauh mengenai akta yang dimakeud dalam pasal 19 

PP no* 10 th. 1961 yang membuat adalah PPAT. Meskipun 

prak&rsa terjadinya akta tersebut berasal dari pihak-pl- 

hak yang menghendaki, sebagai alat bukti di antara mere­

ka, akan tetapi pada akhiraya pejabat umua, dalam hal ini 

PPAT yang memegang kendali hukum agar akta tersebut dapat 

berlaku sah dan merupakan alat bukti yang sempuma. Apa-

10Prof. R. Subekti, S*H. dan Tjitrosudibjo, Kltab 
Undang-undang Hukum Perdata, (terjemahan), Pradnya Para- 
mita, Jakarta, cet. XIV, 1981, (selanjutnya disebut KUH 
Perdata), h. i+19*
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•bila untuk melakukan perbuatan hukum, peraturan mewajib- 

kan harus dllakukan dengan pembuatan suatu akta otentik, 

maka tanpa dibuatkan akta otentik tersebut perbuatan hu- 

kua yang dimaksud dianggap tidak pemah ter jadi*

Berdasarkan ketentuan padal 1870 KUHPerdata, dite- 

tapkan bahwa suatu akta auteutik merupakan bukti yang 

sempurna tentang isi yang dikandung di dalamnya, serta 

berlaku terhadap:

1* para pihak misalnya pada akta jual beli ialah pihak 

penjual dan pembeii, pada akta hibah ialah pengMbah 

daxL yang menerima hibah; lebih jauh, dalam pasal 1338 

KUHPerdata juga disebutkan bahwa semua persetujuan. 

yang dibuat secara safc berlaku sebagai undang-undang 

bagi yang membuatnya;

2. ahli wails masing-masing pihak;

3* aereka yang memperoleh hak dari pihak-pihak yang di­

sebutkan dalam akta sebeluur. akta tersebut dibuat, mi­

salnya apabila sebelum terjadi beralihnya hak atas ta­

nah, (jual beli, hibah dan sebagainya), sudah terjadi 

persewaan tanah tersebut, maka persewaan tadi tidak 

terputus, kecuali sudah diperjanjikan sebelumnya*

Pada setiap akta dapat dijumpai nama beserta tanda 

tangan beberapa orang yang bersangkutan dengan akta ter­

sebut, mereka disebut Personil Akta, yang terdiri dari:

1* pejabat (PPAT);
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2. pihak-pihak yang bersangkutan (komparasi) misalnya 

penjuai dan pembeli;

3. seorang saksi yang memperkenalkan pihak-pihak kepada 

PPAT';

4. seorang saksi instrumentair, atau saksi pelengkap* 

Apabila PPAT eudah mengenai kedua komparasi tersebut, 

maka hanya diperlukan dua saksi instrumentair, untuk me- 

menuhi ketentuan undang-undang bahwa untuk sempumanya. 

suatu akta diperlukan sedikitnya dua orang saksi,

Tang diperkenankan untuk menjadi personil akta selain 

pejabat sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang 

tersebut, pada prinsipnya adalah semua orang yang berke- 

pentingnn langsung dan orang yang diperlukan untuk pe- 

nyempurnaan akta tersebut, sedangkan syarat umum yang 

harus dipenuhi, bahwa yang bersangkutan dewasa, tidak gi- 

la, dan tidak di bawah pengawasan* Setiap personil akta 

mempunyai tanggung jawab moril, terutama sekali tanggung 

jawab hukum* PPAT memikul tanggung jawab yang lebih be­

sar sifatnya dari personil akta yang lain, karena sah- 

nya suatu akta otentik yang merupakan alat bukti yang 

sempuma tergantung pada peran PPAT* Apakah dalam hal 

ini ia memegang teguh atau tidak peraturan-peraturan yang 

menyangkut tentang akta, misalnya dengan memperhatikan 

hal-hal sebagai berikut:

a. apakah komparasi maupun saksi-saksi dapat diterima
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tindakannya dalam hukum;

b. meskiputt PPAT tidak dapat dipertanggungjawabkan sehu- 

bungan dengan daya bukti materiel akta, tetapi tidak 

dapat dibenarkan apabila mengabaikan "pengetahuan umum";

c. apakah PPAT telah membacakan ketentuan/iei akta di ha- 

dapan para per&onil akta yang lain, untuk mencegah ke- 

keliruan. serta memperoleh kepastian bahwa para personil 

akta tersebut telah menyetujuinya*

Dalam Peraturan Menteri Agraria no. 11 tahun 1961,

tentang bentuk akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 19

PP no* 10 th* 1961, harus dibuat oleh PPAT dengan memper-

gunakan formulir (daftar isian) tercetak, yang merupakan

kertas berukuran. 2 x 210 x 195 mm (ukuran A3)*

Sejak tanggal 24 September 1977 disemua Ibu Kota Pro- 
pinsi dan sejak tanggal 1 September 1978 di wilayah 
lainnya wajib digunakan formulir-formulir yang dice- 
tak dan dijual di kantor-kantor Poe* Ieinya boleh di- 
ubah, ditambah dan dikurangi* (Keputusan Mendagrl Ho*
SK 104/DJA/1977 dan SK* 62/DJA/1978 serta surat Men- 
dagil tanggal 26 Oktober 1977 no* Btv*10/614/10-77)*11

Dengan demikian maka alat pembuktian yang kuat tentang 

sahnya perbuatan hukum mengenai transaksi sehubungan de­

ngan hak-hak atas tanah, berdasarkan PP no* 10 th* 1961 

tersebut adalah berupa akta transaksi yang dibuat oleh 

PPAT* Juga apabila ditinjau dari persyaratan umum yang 

berlaku (hal. 291 30) akta PPAT telah memenuhi syarat se-

n Boedi Harsono, S*H. II, o p . cit«. h* 213*
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bagai akta otentlk sebagaimana dimakeudkan dalam pasal 

1368, 1370, 1338 KUHPerdata, karena akta tersebut dibuat 

oleh pejabat yang ditunjuk, pasal 19 PP no. 10 th. 19611 

pasal 1 dan 2 PMA no* 10 th* 1961, dengan bentuk yang di­

tetapkan dengan UU, pasal 19 UU no* 5 th* I960, pasal 19 

PP no* 10 th* 19611, pasal 1 s/d 5 PMA no* 10 th* 1961, 

dengan penyempumaannya, dan akta tersebut dibuat di tri- 

lay ah kerja pejabat, pasal 2 ayat 2 PMA no. 10 th. 1961* 

Selain akta transaksi tersebut, sertifikat tanah 

juga merupakan alat buktlAeterangan yang kuat tentang 

perbuatan hukum yang telah dilakukan sehubungan dengan 

hak atas tanah* Dalam pasal 13 ayat 3 PP no* 10 th* 1961 

dieebutkan dalam istilah tehnis yuridis bahwa sertifikat 

tanah ialah ealinan Buku Tanah dan Surat Ukur yang dija- 

dikan satu dengan kertas sampul yang bentuknya ditetapkan 

oleh Menteri Agraria* Salinan buku tanah, adalah keterang- 

an tentang penetapan suatu hak seseorang atas tanah yang 

dikutip dari Daftar BUku Tanah yang disimpan di Kantor Pen­

daftaran Tanah« Adapun surat ukur tersebut dapat berupa: 

a* peta pendaftaran tanah dari "desa lengkap" yang dengan 

jelas memperlihatkan segala macam hak atas tanah ber­

ikut batas-batasnya di dalam desa tersebut, setelah 

diumumkan maka peta tersebut mempunyai kekuatan hukum; 

b* pota situasi, yang diperoleh dari "desa yang belun leng- 

kap", yang hanya melukiskan keadaan tanah, sebelum dl-
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adakan penentuan batas-batas tanahnya, sertifikat yang 

berisi salinan buku tanah dengan. "peta situasi11 terse­

but, disebut sertifikat sementara*

Secara mudah, sertifikat dapat disebut sebagai surat 
tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti hak 
yang kuat untuk seseorang terhadap tanah yang dihaki- 
nya. Berlaku 6ebagai alat bukti yang kuat berarti, 
bahwa keterangan-keterangan yang tercantum di dalam 
sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diteri- 
ma sebagai keterangan yang benar oleh hakim, selama 
tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat pem.- 
buktian lainnya*12

Dengan. demikian maka sertifikat tanah menjamin ke­

pastian. hukum. bagi pemiliknya terhadap pihak-pihak lain, 

karena dapat dipastikan siapa pemiliknya, luas dan. batas 

tanah yang menjadi haknya serta status tanah tersebut*

k* Fsrmohonan Izin Pemindahan Hak atas Tanah Merupakan 

£exbuatfliL.Hukmn. yang Pelaksanaannya Rlbantu oleh PPAT 

Selain bertugas membuat akta mengenai perbuatan 

hukum. sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP no. 10 th*196l, 

PPAT berkewajiban untuk membantu pihak-pihak yang melaku- 

kan perbuatan- hukum tersebut dengan mengajukan permohonan 

izin pemindahan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam 

PMA no. 14 th* 1961*

Yang dimaksud dengan pemindahan hak tersebut ialah: 

1* jual bell termasuk pelelangan di muka unrum.;

12Maria A Soemardjono, S.H., McL, Puspita Serang- 
kiifliJtoekiLMasalah Hukum Agraria. cet. I, Andi Offset, 
Jogjakarta, 1982, h* 22, 24*
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2* penghlbahan;

3* pemberian dengan trasiat; 

if* pemberian menurut adat;

5* perbuatan lain yang dimaksudkan untuk mengalihkau suatu 

hak atas tanah kepada pihak lain*

Adapun pemindahan hak tersebut berlaku untuk hak-hak atas 

tanah sebagaimana ditetapkan dalam PMA no* 14 th* 1961 

J.O* Peraturan Menteri Dalam Negeri no. SK/59/DDA/Tahun 

1970 tentang Penyederhanaan. Peraturan Perlzinan Pemindafc- 

an HEak Atas Tanah sebagai berikut: 

a* hak milik atas tanah pertanian; 

b* hak guna ueaha;

c* hak guna bangunan atas tanah negara, jika dilakukan 

kepada badan hukum; 

d* hak pakai atas tanah negara, jika dilakukan kepada orang 

asing atau badan hukum'; 

e* hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha, yang 

bukan untuk perusahaan kebun besar, jika yang menerima 

hak (kalau perorangan termasuk istri, suami dan anak- 

anaknya yang masih men jadi tanggungannya) sudah mempu- 

nyai 5 bidang tanah atau lebih*

Izin pemindahan hak atas tanah diminta oleh yang berkepen- 

tingan dengan bantuan dan perantaraan pejabat pembuat ak­

ta tanah (PPAT). Permohonan untuk mendapatkan iain pemin­

dahan hak atas tanah tersebut harus dibuat oleh dan diha- 

dapan PPAT.
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'Surat permohonan izin pemindahan hak tersebut dibuat 

rangkap empat, satu di an tar any a bermeterai Rp* 3,- 

Dalam surat permohonan tersebut dicantumkan keterangan 

tentang diri pemohon, suami/istri, anak-anak yang masih 

menjadi tanggungannya serta peruniukan tanah yang ber­

sangkutan • Dua lembar surat permohonan izin tersebut, 

satu di antaranya yang bermeterai, oleh PPAT disampaikan 

kepada instansi pemberi izin yang bersangkutan, dengan 

disertai salu lembar salinan akta pemindahan hak yang 

dibuatnya. Selembar permohonan izin itu harus dilampir- 

kan pula pada akta pemindahan hak yang bersangkutan, yang 

harus dikirim oleh PPAT ke Kepala KPT* Selembar permohon­

an: izin. tersebut dipegang oleh pemohon*

Sehubungan dengan hal tersebut pejabat pembuat ak­

ta tanah (PPAT) wajib membuat daftar tentang permohonan- 

permohonan izin pemindahan hak yang dibuatnya*

Instansi pemberi izin wajib pula menyelenggarakan dan me- 

nyelesaikan daftar permohonan izin pemindahan hak yang 

diterimanya* Pemberian dan penolakan izin pemindatan hak 

dinyatakan oleh instansi pemberi izin pada surat keputus- 

an izin yang bersangkutan* Pemberitahuan pemberian izin 

atau penolakannya tersebut, disampaikan secara tertulis 

kepada PPAT untuk diteruskan kepada pemohon atau lang- 

eung disampaikan kepada pemohon, apabila peralihan hak 

itu diurus sendiri oleh pemohon*
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Sehubunganl dengan kewajiban PPAT untuk membantu 

pengurusan Izin pemindahan hak atas tanah sebagaimana 

uraian di auka, maka PPAT menyelenggarakan daftar ten** 

tang permohonan izin pemindahan hak tersebut, sebagai­

mana ditetapkan dalam PMA no* 14 th* 1961 pasal 3 ayat 

1 dan kt dengan pemberlan penjelasan tentang penyeleng- 

garaan laporan akta pemindahan hak berdasarkan Surat 

Menteri Agraria no. DHK/22/6, tanggal 15 Juli 1966 de­

ngan menarik surat no. Unda* 10/1/45, tanggal 2? Juni 

1963* Adapun pemberl izin pemindahan hak adalah sebagai 

diatur dalam PMD no* 6 th* 1972*
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B A B  III

PEJABAT YANG BERWENANG 

MEMBUAT AKTA TANAH

1. Bat&san tentang PPAT

PPAT adalah singkatan dari Pejabat Pembuat Akta 

Tanah, yang berdasarkan peraturan yang ada dapat dise- 

but pula sebagai Pejabat. Apabila ditlnjau dari Peratur- 

an Pemerintah no. 10 tahun 1961 dan Peraturan Menteri 

Agraria no. 10 tahun. 1961, yang dlpakal sebagai landas- 

an hukun yang mengatur tentang tugas, ketrajiban, kewo- 

nangan. dan. sebagalnya dari PPAT, sebenaraya belum dl- 

juapal adanya perumusan atau batasan yang tegas tentang 

apa yang dimakeud dengan. PPAT tersebut. Akan. tetapi da­

ri ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kedua peratur­

an tersebut dapatlah dirumuskan sebagai berikut:

PPAT, adalah pejabat umun, yang benrewenang mem- 

buat dan nenandatanganl akta tanah dalam hal memindah- 

kan hak atas tanah, memberikan hak baru atas tanah, meng- 

gadalkan tanah, memlnjam uang dengan hak atas tanah se— 

bagal tanggungan, terhadap mereka yang menghondakl ada­

nya akta itu sebagai bukti, serta menyelenggarakan admi- 

nietraeinya sebagaimana ditentukan dan diharuskan oleh 

peraturan perundong-ucdangan.
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Dari peruausan di atas, perlu adanya beberapa pen- 

jelasan tentang beberapa peristilahan* Yang dimaksud de­

ngan pejabat umum adalah pejabat yang diangkat oleh pe- 

nguasa (pemerintah) dan ditugaskan untuk melakukan eeba- 

gian pekerjaan pemerintah dan umum*

Adapun yang dimaksud dengan akta tanah, ialah ak­

ta otentik untuk setiap perjanjian yang bermaksud:

1. memindahkan hak atae tanah, yang berupa jual beli, hi­

bah, tukas menukar, pemiaahan dan pembagian biasa, pe- 

misahan dan pembagian harta.trarisan, penyerahan hibah 

uasiat;

2* memberikan hak baru atas tanah;

3* menggadaikan tanah;

4* meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai jaminan*

2. Fengangkatan dan Pemberheatian Pelabat

Berdasarkan ketentuan pasal 3 dan If PMA no* 10 

th* 1961 yang dapat diangkat sebagai PPAT ialah: 

a* notaris;

b* pegawai dan bekas pegatrai dalam lingkungan Departemen 

Agraria yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cu­

kup tentang peraturan-peraturan pendaftaran tanah dan 

peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan 

persoalan peralihan hak atas tanah; 

c* para pegatrai pamong praja yang pern ah melakukan tugas 

seorang pejabat (PPAT);
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d, orang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang 

dladakan oleh Direktorat Jenderal Agraria;

e. camat, yang diangkat menjadi PPAT eementara karena 

jabatannya.

Dari ketentuan di atas, berarti bahwa yang termasuk ka-

tegorl a, b, dan c, karena dianggap telah menguasai per-

aturan-peraturannya, maka untuk dapat diangkat sebagai

PPAT, tidak perlu melalui ujian terleblh dahulu.

Demikianlah maka misalnya dengan ourat Menteri Agra­
ria tanggal 21 September 1961, no. SK/614/Ka/61, se- 
mua notaris dan wakil no tails di Java dan Madura ee- 
rentak diangkat menjadi PPAT*
Para PPAT yang diangkat kemudian juga tidak terleblh 
dahulu menempuh ujian* Dalam praktek temyata bahwa 
seseorang dalam golongan a, b, dan c tersebut beluo- 
lah merupakan jamlnan bahwa ia benar-benar menguasai 
peraturan yang bersangkutan.13

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 5K/

19/DDA/1971 * naka yang dapat diangkat menjadi PPAT adalah

mereka yang tersebut di bawah ini, yang dinyatakan telah

lulus dari ujian yang diselenggarakan oleh Panitia Ujian

PPAT. Tang bersangkutan ialah:

a. notaris;

b. wakil Notaris yang diangkat oleh Departemen Kehakiman;

c. bekas pegawai tehnis Dlrektorat Jenderal Agraria, yang 

oleh Panitia ujian PPAT, dinilai cukup mempunyai penge­

tahuan yang diperlukan sehubungan dengan tugas-tugas 

PPAT;

d. sarjana-sarjana hukum bekas pegawai negeri;

1?Boedi Harsoao, S.H., Undang-undang Pokok AgrarJLfl 
Se-larah IbI dan Pelaksanaannya. Jambatan, cet., -, 1971, 
iselanjutnya disebut Boedi Harsono III), h. 23, 24.
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e. bekas pegawai pamong praja yang pernah menjabat seba- 

gai pejabat pembuat akta tanah sewaktu bertugae men- 

jadl camat*

Pengangkatannya sebagai PPAT dilakukan oleh Menteri Da­

lam Regeri c.q* Direktur Jenderal Agraria dengan diwajib- 

kan untuk mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan 

kepercayaan masing-masing di hadapan Gubernur KDH Ting- 

kat I, di mana PPAT tersebut ditempatkan. (Peraturan Men­

teri Dalam Negeri no. 2 tahun 1977 pasal 2 ayat 1). De­

ngan. demikian maka pemberhentiannya juga dilakukan oleh 

Mendagri c.q. Dirjen. Agraria. Dlkecualikan dari persya- 

ratan ujlan tersebut adalah camat, yang karena jabatan- 

nya ditunjuk sebagai PPAT, sehingga ia tidak memerlukan 

surat keputusan pengangkatan khusus sebagai PPAT (Surat 

edaran Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 21 April 

1962, no. UNDA. 1/2/6) jika karena berhalangan tidak da­

pat melaksanakan tugasnya, maka yang bertindak selaku 

PPAT ialah pegawai yang secara sah mewakilinya sebagai 

camat, iapun tidak memerlukan Surat Keputusan pengang­

katan.

3* DaeraftKer.la Pe.labat

Berdasarkan ketentuan dalam Bab I, pasal 1 dan 2 

PMA no. 10 th. 1961, pada dasarnya untuk setiap Kecamat­

an. diangkat seorang PPAT. Akan tetapi dalam hal-hal ter-
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-tentu, atas usul Kepala Kantor Pendaftaran Tanah, dapat 

ditetapkan beberapa Kecamatan menjadi wilayah kerja se­

orang PPAT, atau dalam satu kecamatan ditetapkan sebagai 

wilayah kerja bag! lebih dari seorang pejabat.

Kewenangan pembuatan akta oleh seorang PPAT hanya menge- 

nai hak-hak atas tanah yang terletak di dalam wilayah 

kerjanya, dikecualikan bagi seorang PPAT yang dengan se­

izin Hr.Jen* Agraria dapat membuat akta mengenai tanah 

yang tidak terletak dalam daerah kerjanya, misalnya da­

lam hal pembebanan beberapa bidang tanah dengan hypotik 

yang terletak di berbagai kecamatan* Khusus bagi camat 

selaku PPAT, selama untuk suatu kecamatan belum diangkat 

seorang pejabat (PPAT), maka camat karena jabatannya men- 

jadi pejabat sementara dari wilayah kecamatan yang ber­

sangkutan (pasal 5 ayat 1 PMA.no* 10 th* 1961)* Ketentu­

an ini juga berlaku dalam hal jika PPAT yang telah diang­

kat mempunyai daerah kerja yang meliputi lebih dari satu 

kecamatan* Lebih jauh dalam pasal 5 ayat 3 no. 10 th* 1961 

tersebut, ditetapkan bahwa: jika untuk suatu kecamatan te­

lah diangkat seorang pejabat (PPAT) maka camat yang ber­

sangkutan tetap menjadi PPAT (sementara), sampai berhenti 

dari jabatan* ffial tersebut berarti, apabila camat terse­

but berhenti atau dipindahkan, maka penggantiannya dengan 

sendirinya menggantikannya sebagai PPAT.

Dari uraian di ata6, ternyata bahwa kebijakan yang
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diambil ialah tetap memberikan peluang bagi seorang camat 

untuk bertindak sebagai PPAT sementara dalam wilayah ke- 

camatannya. Hal ini dipertegas lagi dengan diterbitkannya 

surat Menteri Pertanian dan Agraria no. Unda.1/2/S tanggal 

21 April 1962.

Dalam hubungannya dengan wilayah kerja tersebut, 

dapat pula ditambahkan di sini bahwa dikenal adanya PPAT 

yang mendapat weuenang khasus daze terbatas pada pembuatan 

akta atas perbuatan hukum yang dapat berpengaruh luas pa­

da kehidupan masyarakat, ataupun untuk sahnya perbuatan- 

perbuatan hukum tersebut diperlukan penyelidikan yang men- 

dalam dari segi yuridis, agraria, politis dan sebagainya, 

sehelum; aktanya dapat dibuat. Adapun PPAT tersebut mempu- 

nyai daerah kerja meliputi eeluruh wilayah Indonesia. Ber­

dasarkan SK Menteri Agraria tanggal 20 Maret 1966, no. SK/ 

13/Depag/66 dan Surat Departemen. Agraria tanggal 6 Mei 1966 

no. DHK/13/14* diangkat karena jabatannya, beberapa peja­

bat tertentu dari Departemen Agraria sebagai PPAT dengan 

kewenangan khusus tersebut.

4. Hak dan Kewaiiban Pejabat
4

Hak-hak yang diperoleh seorang PPAT dalam pembuat­

an suatu akta ialah pungutan uang jasa (honorarium) eebe- 

6or i% dari harga penjualan atau taksiran hak atas tanah 

yang bersangkutan, dengan nilai minimum Rp. 100,—  Uang
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• jaea tersebut adalah merupakan penghasilan pribadi dari 

pejabat (PPAT) tersebut.

Jika untuk pembuatan akta oleh PPAT dlsakslkan 

oleh kepala desa dan seorang anggota pemerintah daerah, 

maka dipungut uang saksi sebesar \% dari harga penjual- 

an/harga taksiran hak tanah yang bersangkutan, yang de­

ngan segera dan keseluruhannya oleh PPAT diserahkan ke­

pada para saksi tersebut. Adapun kevajiban PPAT, adalah:

1. membuatkan akta-akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 

19 PP no. 10 th. 1961 tentang pendaftaran tanah dengan 

mempergunakan formulir-formulir (daftar isian) yang 

telah ditentukan;

2. wajib memberikan bantuan kepada plhak-pihak yang ber- 

kepentingan untuk mengajukan izin pemindahan hak;

3# diwajibkan untuk menyelenggarakan daftar akta-akta 

yang telah dibuatnya, yang mencantumkan data no. urut, 

tanggal, jenis akta, nama penghadap, nomor akta menu­

rut daftar akta asli; 

if. apabila seorang pejabat PPAT mempunyai daerah yang me- 

liputi lebih dari satu kecamatan, maka untuk tiap-tiap 

kecamatan harus dibuat daftar tersendiri;

5. seorang PPAT dapat diberhentikan oleh Menteri Dalam 

Negeri cq. E4rjen. Agraria, jika ia tidak menyeleng­

garakan kewajibannya untuk menyelenggarakan daftar ak­

ta tersebut, juga apabila diapun sering menimbulkan
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, kerugian bagi orang-orang yang meminta kepadanya un­

tuk dibuatkan akta, dalam hal yang terakhir ini PPAT 

yang bersangkutan dapat dituntut/membayar ganti rugi 

atas kerugian yang ditimftulkan sebagai akibat perbu- 

atannya, PPAT juga wajib menyimpan asli akta-akta yang 

dibuatnya;

6* setiap bulan vajib untuk menyampaikan laporan mengenai 

akta yang dibuatnya selama bulan itu kepada Kepala Kan­

tor Agraria setempat dan untuk selanjutnya Kepala Kan­

tor Agraria melapor hasil empilasinya ke Kepala Eirek- 

tur Agraria Propinsi#
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B A B  17

PERBUATAN HUKUM YANG MEMERLUKAN BUKTI BERUPA AKTA 

PERJANJIAN YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Dalam uraian terdahnlu sudah dieebutkan bahwa 

PPAT adalah pejabat yang dltunjuk oleh Menteri Dalam Ne­

geri untuk membuat akta perjanjian sebagai bukti bahwa 

telah terjadi perbuatan hukum seperti yang dimaksud da­

lam pasal 19 PP &o« 10 th. 1961* Yang dimaksud perbuat­

an hukum di sini adalah, pemindahan hak atas tanah, pem- 

herian hak baru atas'tanah, menggadaikan tanah, dan me- 

minjam uang dengan hak atas tanah sebagai jamlnan.

1. Memladahkan Hak atas Tanah

Pengertian memindahkan menunjukkan adanya per­

alihan hak dari satu pihak kepada pihakmyang lain. Dalam 

pasal 1 Peraturan Menteri Agraria no. 14 tahun 1961, me- 

nentukan bahwa: "pemindahan hak” ialah jual beli terma- 

suk pelelangan di muka umum, penukaran, penghibahan, pem- 

berian dengan waslat, pemberian menurut adat dan perbu­

atan lain yang dimaksudkan untuk mengalihkan sesuatu hak 

atas tanah kepada pihak lain.

Berpindahnya hak tersebut dapat tlmbul:

a. karena hukum, dalam hal ini dimaksudkan adalah ber- 

alihnya suatu hak kepada ahli waris karena meninggal-
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nya si pewaris, misalnya pada hak milik, maka ahll wa- 

rie mendapatkan Hak Milik tersebut setelah sipemilik 

meninggal dunia (pasal 833 ayat 1 KUHPerdata), sedang- 

kan menurut hukum. adat, setetelah hutang-hutangnya di- 

selesaikan;

b* karena perbuatan hukum yang sengaja dilakukan, dengan 

tujuan agar ada pihak yang melepaskan hak dan ada pi­

hak lain yang memperoleh hak tersebut, misalnya jual 

beli, tukar menukar, hibah, dan lain sebagainya.

Adapun berdasarkan ketentuan dalam UUPA, hak atas tanah 

yang dapat dipindahkan ialah: Eok Milik (pasal 26), Hck 

GUna Usaha (pasal 28 ayat 3) dan Hak Guna Bangunan (pasal 

35 ayat 3).

Untuk mengetahui perbedaan antara ketiga jenls hak 

atas tanah tersebut, herlkut ini diuraikan secara gario 

besamya*

m  mitt:

Berdasarkan pasal 20 ayat 1 UUPA dan pasal 6, di­

sebutkan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, ter- 

kuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.

Hek milik atas tanah mempunyal fungai sosial.

Dalam pengertian di atas, terkuat dan terpenuh ter­

sebut berarti, terkuat melekat pada pemiliknya dan terpe­

nuh pada kewenangan pemanfaatannya, apabila dibandingkan 

dengan hak atas tanah lainnya, misalnya Hak Guna Usaha,

w?
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Hak Guna Bangunan dan sebagainya.

Hak milik dapat dibebani dengan hak-hak atas ta­

nah lainnya, ialah Hide Guna Bangunan (pasal 37 UUPA),

Hak Pakai (pasal 41 UUPA), Hak Sewa (pasal ifif UUPA), Hak 

Gadai (HUkum. Adat jo pasal 7 UU no. 56 Prp. 160), Hak 

UBaha Bagi Hasil (Hukum Adat jo UU no* 2 tahun I960)*

Juga dapat dialihkan kepada pihak lain, dijual, ditukar, 

dihibahkan, dan hibah uasiat (pasal 20 jo pasal 26 UUPA); 

Hak Milik dapat juga dilepaskan oleh yang empunya hingga 

tanahnya menjadi tanah negara (pasal 27 UUPA)*

Yang dapat mempunyai hak milik, berdasarkan pasal 

21 ayat 1 dan 2 UUPA dan Peraturan Pemerintah no* 38 tahun 

1963» ialah hanya warganegara Indonesia, dan badan hukum, 

Bank-bank yang didirikan oleh Negara, Koperasi Pertanlan 

yang didirikan berdasarkan undang-undang, Eadan-badan ke- 

agamaan yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri setelah 

mendengar Menteri Agama, Badan-badan Sosial yang ditunjuk 

oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar Menteri Sosi­

al* Hak milik. dapat hcpus berdasarkan ketentuan pasal 27 

UUPA, apabila:

q * tanahnya jatuh kepada Negara, karena pencabutan hak, 

penyerahan secara sukarela oleh pemiliknya, diterlan- 

tarkan; jatuh ketangan orang asing, berketrarganegara- 

on rangkap atau badan hukum (pasal 21 ayat 3 dan 26 

ayat 2 UUPA);
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Hak Guna Usaha

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 ayat 1 UUPA, 

yang dimaksudkan dengan Hak Guna Usaha adalah hak untuk 

mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara, selama 

jangka waktu tertentu, yang dipergunakan untuk perusaha- 

an pertanian, perikanan dan peternakan#

Dari pasal 32 UUPA jo pasal 10 PP no# 10 th.# 1961, 

dapat disimpulkan bahwa meskipun Hak Guna Usaha tidak se- 

kuat hak milik, namun merupakan hak atas tanah yang kuat; 

karena tidak mudah hapus, mudah dipertahankan terhadap 

pihak lain# Hak guna usaha adalah termasuk hak atas ta­

nah yang wajib didaftar# Adapun beralihnya hak guna usa­

ha dapat terjadi karena:

a# diwariEkan kepada ahliwaris yang mempunyai hak terse- 

but (pasal 28 ayat 3 UUPA); 

b# dialihkan kepada pihak lain, yaitu dengan cara jual 

beli, ditukarkan, dihibahkan dan juga hibah wasiat 

(pasal 28 ayat 3 UUPA); 

c# dapat pula dilepa6kan oleh pemilik hak tersebut kepa­

da negara (pasal 3k huruf c UUPA),

Oak guna usaha juga dapat dijadikan jaminan hutang 

dengan pembebanan hak tanggungan (hipotlk/credietverband)# 

Jangka waktu berlakunya hak guna usaha tersebut, 

berdasarkan pasal 29 UUPA, ditetapkan selama 25 tahun atau 

35 tahun dengan kemungkinan diperpanjang lagi# Apabila
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masa berlakunya sudah diperpanjang, maka sebagaimana pen- 

jelasan Menteri Dalam Negeri tahun 1969, dinyatakan bah­

wa:

Jika setelah diperpanjang ternyata masih diperlukan, 
perundang-undangan agraria yang berlaku tidak mela- 
rang untuk memperbaharui hak guna usahanya yang sudah 
berakhir itu. Pembaharuan tersebut akan diberikan de­
ngan syarat-syarat baru sesuai dengan keadaan dan. per- 
kembangan masyarakat nantinya*14

Berdasarkan pasal 28 ayat 2 UUPA, ditetapkan luas

hak guna usaha paling sedikit 5 ha, Sedangkan yang boleh

memilikinya ialah WNI dan badan hukum yang didirikan me-

nnrut hukum Indonesia dan yang berkedudukan di Indonesia

(pasal 30 ayat 1 UUPA).

Hapusnya hak guna usaha berdasarkan pasal 34 UUPA

karena:

a* jangka waktu berakhir;

b. dihentikan sebelum j angka waktu berakhir karena syarat 

tidak dipeuuhi;

c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka wcktu 

berakhir;

d. dicabut untuk kepentlngan umum;

e. tanahnya diterlantarkan; 

f• tanahnya musnah*

lu 235.
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■Hak Guna Bangunan

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan 

mempunyai bangunan atas tanah yang bukan mlllknya sendi­

ri, dengan jangka iraktu tertentu (pasal 35 ayat \ UUPA)* 

Hak guna bangunan tersebut tergolong hak yang kuat, ar— 

tinya tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap 

gangguan pihak lain*

Peralihan hak guna bangunan dapat terjadi karena: 

a* diwarie oleh ahli Traris dari yang mempunyai hak (pasal 

35 ayat 3);

b. dialihkan kepada pihak lain, yakni dijual, ditukar de­

ngan benda lain, hibah dan hibah vasiat (pasal 35 ayat 

3);

c* dapat dilepaskan oleh yang mempunyai hak sehingga ta- 

nahnya men jadi tanah negara (pasal i*0 huruf c UUPA)* 

Hak guna bangunan juga dapat dijadikan jaminan hu­

tang dengan dibebani hipotik atau credietverband* Sedang- 

kan jangka vaktu hak bangunan tersebut adalah selama 30 

tahun dan dapat diperpanjang atas permintaan pemegang 

haknya selama 20 tahun*

Yang berhak untuk mempunyai hak tersebut ialah:

WNI dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indone­

sia dan berkedudukan di Indonesia* Hopusnya hak guna ba­

ngunan tersebut adalah soma dengan ketentuan pada hak gu­

na usaha*
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Demikianlah secara garis besar telah diuraikan 

tentang hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangun- 

an, adapun pemindahan hak atas tanah tersebut akan di­

uraikan sebagai berikut, dengan mengambil contoh per­

alihan hak atas tanah hak milik, yang berlaku mutatis 

mutandis terhadap hak guna usaha dan hak guna bangunan,

ilUfll -MJL

Pengertian jual beli itu sendiri di dalam UUPA 

sebetulnya tidak dijelaskan, namun demikian karena UUPA 

berdasarkan atas hukum adat (pasal 5 UUPA dan penjjelas- 

annya, penjelasan umum II angka T), maka dalam pengerti- 

an jual beli hak atas tanah tersebut, dipakai juga ke­

tentuan yang berlaku dalam hukum adat.

Dengan demikian, maka pengertian jual beli hak 

atas tanah tersebut dilakukan secara tunia, yang diarti- 

kan sebagai perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak 

atas tanah oleh penjuai kepada pembeli, dan pada saat 

itu pula pembeli menyerahkan harga tanah tersebut kepada 

penjjual, Semenjok itu pula pembeli menjadi pemilik tanah 

yang baru. Penyerahan harga tanah boleh sebagian dahulu, 

yang dalam hal ini perbuatan hukum tersebut sudah dapat 

dianggap selesai. Adapun sisa uang pembayaran tersebut 

dianggap sebagai hutang dari pembeli (yang sekarang men­

jadi pemilik baru) kepada penjuai* Perjanjian hutang pi-
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utang tersebut dlartikan sebagai perbuatan hukum yang ti­

dak ada hubungannya dengan perjanjian jual beli tersebut 

di atas*

Sebagai pembanding perbuatan hukum di atas dapat 

dibedakan dengan ketentuan-keteatuan umum dari perbuatan 

jual beli yang dimaksudkan dalam hukum perdata, yang da­

lam pasal 1458 menyebutkan bahwa:

Jual beli sudah dianggap telah terjadi antara kedua 
belah pihak seketika setelah orang-orang ini menca- 
pai kata sepakat tentang kebendaan tersebut, meski* 
pun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya 
belum. dibayar.15

Untuk memperoleh bukti bahwa jual beli hak atas 

tanah tersebut memang benar dilakukan, maka penjual dan 

pembeii harus datang ke PPAT dengan maksud agar dibuatkan 

akta perjanjiannya. Pada waktu pembuatan akta, yang hadir 

adalah:

a* Penjual dan pembeii*

Keduanya dapat diwakili oleh kuasanya, dengan menye- 

rahkan surat kuaea yang member! wewenang kepada yang 

bersangkutan untuk melakukan jual beli tersebut* Pen­

jual harus mempunyai wewenang untuk menjual tanah yang 

bersangkutan* Pembeii harus memenuhi syarat sebagai 

subyek hak milik atas tanah tersebut* Sehubungan dengan 

hal itu, maka PPAT wajib untuk mengadakan penyelidiken

15KUHPerdata, h. 327.
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atas kebenarannya*

b* Dua orang eaksi.

Apabila PPAT memandang perlu, karena meragukan kewe- 

nangan. pihak yang akan mengalihkan hak atas tanah ter­

sebut, maka PPAT dapat meminta bantuan kepala desa dan. 

seseorang anggota pemerintah dari tempat letak tanah 

yang akan dijual tersebut (pasal 22 UUPA). Jika tanah 

tersebut belum. dibukukan, maka hadirnya Kepala Desa 

dan seorang anggota pemerintah desa, merupakan keha- 

rueaa (pasal 25 UUPA). Kepala Desa tersebut selain 

bertindak sebagai saksi, juga men&nggung bahwa tanah 

yang dijual tersebut memang benar tanah hak milik dan, 

sipenjual memang berwenang untuk menjualnya*

Untuk dapat dibuatkan akta jual beli, maka wajib 

diserahkan kepada PPAT:

A. Tanda bukti pemilik an Hak milik atas tanah, yang da­

pat berupa:

1* Sertifikat atau sertifikat sementara, apabila ta­

nah tersebut sudah dibukukan;

2* Surat keterangan Kepala KPT, bahwa tanah yang di­

maksud belum mempunyai sertifikat atau sertifikat 

sementara, apabila:

a. tanah tersebut belum dibukukan; 

b» tanah tersebut terletak di daerah kecamatan di 

dalam kota tempat kedudukan Kepala KPT;

54
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3* Surat pemyataan dari pemilik yang dikuatkan 

oleh Kepala Desa dan- anggota pemerintah desa 

dari tempat letak tanah yang bersangkutan; 

b* Surat bukti hak milik yang ada (biasanya petok 

pajak bum!)| dengan disertai keterangan Kepala 

Desa yang membenarkan surat bukti hak tersebut 

dan dikuatkan oleh Camat setempat*

Surat-eurat tersebut diajukan apabila tanah yang ber­

sangkutan belum dibukukan di Kantor Pendaftaran: Ta­

nah, dan terletak di daerah kecamatan di luar kota 

tempat kedudukan. Kepala KPT*

Apabila nanti akta jual beli tersebut telah dibu­

at, maka sertifikat hak atas tanah tersebut ditahan oleh 

PPAT untuk diserahkan kepada Kepala KPT* Dapat juga pe­

nyerahan tersebut dilakukan oleh penjuai, langsung kepa­

da Kepala KPT, akan tetapi pada prinsipnya sertifikat 

tersebut jang&n hendaknya tetap di tangan penjuai sete­

lah terjadinya jual beli tersebut, dengan maksud untuk 

menghindari terjadinya penjualan tanah lebih dari satu 

kali.

Lebih lanjut dapat dikemukakan, bahwa sertifikat 

tanah yang telah diterbitkan tersebut mempunyai arti yang 

amat penting, sehingga apabila sertifikat tersebut hilang, 

maka jual beli tidak dapat dilaksanakan sebelum diperoleh 

sertifikat baru dari KPT (pasal 22 dan 25 UUPA)* Sekiranya
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PPAT merasa ragu-ragu tentang kebenaran atas keterangan- 

keterangan yang tercaatum dalam sertifikat tersebut, ma- 

ka PPAT dapat meminta kepada yang bersangkutan agar men- 

dapatkan "surat keterangan pendaftaran tanah" yang ada 

di KPT untuk dicocokkan. Apabila pemilik yang namanya 

tercaatum' dalam sertifikat tanah tersebut, sudah mening- 

gal dunia, sedangkan ahli warisnya akan menjual tanah ter­

sebut, maka perubahan ini harus dicatat terlebih dahulu 

oleh Kepala KPT pada buku tanah dan sertifikatnya sebelum 

akta Jual beli dibuat oleh PPAT*

B* Surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran*

QLasanya berupa uang muka saja, karena belum dapat di* 

ketahui berapa biaya yang sebenarnya. Adapun penyele— 

saian pembayarannya dilakukan pada waktu jual beli ter­

sebut didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Tanah* Pemba­

yaran tersebut dapat dilakukan langsung ke KPT atau le- 

wat Kantor Pos yang terdekat*

Selain hal tersebut PPAT Trajib menolak pembuatan 

akta jual beli, apabila tanah yang bersangkutan: masih da­

lam perselisihan*

Setelah dipenuhi penyerahan surat-surat tanda buk­

ti hak serta tanda bukti pembayaran tersebut, maka PPAT 

membuat akta jual beli yang dimaksud,

Adapun bentuk akta tersebut berupa blanko isian 

(formulir) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri
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,Agraria no. 11 tahun 1961. Formulir tersebut berupa lem- 

baran kertas (2 x 210 x 295 mm), dengan huruf-huruf ce- 

tak. Apabila karena sesuatu hal formulir tersebut tidak 

ada, maka boleh diganti dengan formulir yang diketik/di- 

stensil di kertas HVS dengan ukuran yang sama. Dalam peng- 

isian formulir akta jual beli tersebut, harus diperhati- 

kan hal-hal sebagai berikut:

A. Tanahnya:

1 • Setiap akta hanya dibuat untuk sebidang tanah;

2* Untuk tanah yang sudah dibukukan:

a. disebutkan nomor pendaftarannya;

b. apabila yang dij.ual hanya sebagian saja dari ta­

nah tersebut, maka harus dinyatakan dengan jelas, 

termasuk pemyataan tentang surat ukumya, de—  

ngaxL menyatakan perkiraan luas (pan j ang/1 ebar) 

dari bagian tanah yang dijual tersebut;

c» untuk menghindari sengketa dikemudian hari, se- 

baiknya pada halaman keempat akta tersebut di­

can tumkan gambar situaei tanah yang dijual itu, 

yang ditandatangani oleh para pihak yang ber- 

eangkutaiu1 ̂

3# Untuk tanah yang belum dibukukan:

^Boedi Ear so no III, on» cit>. h. 14U

i
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a. karena tidak mungkin disebut nomor pendaftaran, 

maka yang disebutkan adalah nomor kohir dari 

bloknya yang diambil dari keterangan dalam pe—  

tok pajak bumi, dalam hal ini apabila sudah ada 

surat ukurnya cukup disebutkan tanggal dan no- 

mo ray a, serta luas tanah yang dinyatakan di da- 

lamnya;

b. status tanah tersebut disebut dengan nama bekas 

haknya menurut hukum. agraria lama misalnya "ta­

nah bekas hak milik adat" (pasal k ayat 1 Per— 

aturani Menteri Pertanian dan Agraria no# 2 ta­

hun 1962);

c# persil yang berbatasan perlu disebutkan dengan 

lengkap dan jelas; 

d# untuk penjualan sebagian dari tanah yang dimak- 

sudkan, dibuatkan gambar situasi sebagaimana 

uraian 2. c tersebut di atas*

5# Bangunan dan tanaman di atas tanah tersebut#

Karena hukum agraria kita menganut si stem pemisahon 

horisontal, maka harus dengan jelas disebutkan apabila 

bangunan ataupun tanaman di atas tanah yang dijual ter- 

ikut dalam jual beli tersebut. Hal tersebut berarti 

apabila tidak disebutkan secara tegas, maka tidak de­

ngan sendirinya bangunan dan tanaman tersebut beralih 

ke pembeii# Dalam pembuatan akta sehubungan dengan
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perbuatan hukum tersebut, perlu diperhatikan Instruk- 

si Menteri Agraria no. Unda.9/1/14, tanggal 8 Februa- 

ri 1964, yang melarang membuat akta pemindahan hak 

tanpa sekaligus memindahkan hak atas bangunan di atas- 

nya.

C. Harga penjualan tanah.

Dalam akta harus dicantumkan harga penjualan tanah se­

cara penuh, meskipuu misalnya dalam kenyataannya pem­

beli baru membayar sebagian dari harga yang disepakati 

tersebut. Apabila hal itu memang terjadi, maka sisa/ 

kekurangan. pembayaran. tersebut adalah merupakan hutang 

dari pihak pembeli kepada pihak penjuai (bekas pemi­

lik) • Dalam keadaan. seperti dl atas, PPAT dapat menya- 

rankan:

- dibuatkan suatu akta perjanjian hutang piutang ter- 

sendirl, misalnya dl depan notaris, bukan oleh PPAT 

yang bersangkutan;

- apabila rencana pelunasan pembayaran tersebut akan 

dilakukan dalam waktu yang dekat, maka sebaiknya 

PPAT menahan semua surat-surat yang bersangkutan. dan 

baru menyampaikan ke KPT setelah pembayaran hutang 

tersebut dipenuhi.

Setelah akta tadl selesai pengisiannya, maka di- 

bacakan oleh PPAT di hadapan para pihak dan para scksi. 

Apabila tidak ada yang berkeberatan atas bunyi dari akta
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tersebut, maka secara berturut-turut para personil akta 

membubuhkan tanda tangannya, mulai dari penjual, pembeii, 

para saksi dan terakhir PPAT yang bersangkutan.

Dua lembar akta bermeterai yang telah ditanda ta­

ng ani tersebut, satu lembafr untuk disimpan PPAT, sedang- 

kan yang satu lagi untuk diserahkan ke KPT# Dari akta 

tersebut dibuat salinannya, satu lembar untuk instansi 

pemberi izin pemindahan hak, sedangkan salinan yang lain 

dapat dibuatkan untuk keperluan pembeii dan: penjual.

Akta yang telah dibuat oleh PPAT tersebut diberi 

nomor urut, menurut daftar yang wajib diselenggarakannya# 

Sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 8 Peraturan Men­

teri Agraria no* 10 tahua 1961, PPAT wajib menyelenggara­

kan daftar akta tersebut, dengan ketentuan bahwa untuk 

setiap kecamatan dibuat daftar tersendiri, tersebut ber­

laku bagi PPAT yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 

satu kecamatan# Adapun setiap akta untuk PPAT tersebut 

wajib disimpan, kelak jika PPAT yang bersangkutan tidak 

lagi menjabat, maka harus wajib menyerahkannya kepada 

penggantinya, apabila tidak mempunyai pengganti diserah­

kan kepada Kepala KPT untuk disimpannya.

Akta jual beli beserta sertifikat dan warkah-warkah 
lain yang diperlukan untuk pembuatan akta itu oleh 
PPAT segera disampaikan kepada KPT yang bersangkut­
an* Akta dan lain-lainnya itu dapat juga dibawa sen­
diri oleh yang berkepentingan ke KPT asal ia diberi 
tanda penerimaan kepada PPAT# 17

17Ibld.. h. 143.
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* L e 1 a tt g.

Pengertian lelang yang merupakan tindakan untuk 

mengalihkan hak milik atas tanah dapat berarti:

a. Lelang yang dladakan atas permintaan pemilik sendiri* 

Dalam hal ini setelah dapat ditetapkan pemenang le­

lang, maka berlakulah prosedur pembuatan akta oleh 

PPAT sebagaimana dalam pelaksanaan jual beli; 

b* Lelang eksekutorial*

Dalam pasal 21, 24, dan 2? PP no. 10 th* 1961, diatur 

ketentuan tentang kewajiban-kewajiban Kepala Kantor 

Lelang, apabila terjadi pelelangan suatu hek atas ta­

nah* Ketentuan tersebut oleh Boedi Harsono, S*E* di- 

tafsirkan, bahwa meskipun tidak dinyatakan secara te- 

gas, akan tetapi rupa-rupanya yang dimaksud dalam hal 

ini adalah lelang eksekutorial*

Adapun tugas-tugas Kepala Kantor Lelang (KKL), 

tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 

a* selambat-lambatnya 3 hari sebelum dilakukan pelelang­

an tersebut KKL harus meminta surat keterangan pei>» 

daftaran tanah kepada kepala KPT tentang tanah ycng 

akan dilelang tersebut, meskipun tanah yang bersang- 

kutan sudah mempunyai sertifikat. (Pasal 21, 24- PP 

no* 10 th* 1961); 

b* apabila lelang tersebut menyangkut tanah yang sudah
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dibuku, maka KKL wajib menyerahkan kepada Kepala KPT. 

Kutipan otentik dari berita acara lelang, sertifikat 

tanah, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Permohon­

an Iain Pemindahan Hak (pasal 2if, PP no* 1o th* 1961)* 

Dari ketentuan dalam peraturan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemindahan hak atas 

tanah dengan cara lelang eksekutorial tidak diperlukan 

akta PPAT.

Tukar menukar*

Peralihan hak milik atas eebidang tanah dapat di­

lakukan dengan cara menukarkan dengan tanah yang lain 

ataupun. benda lainnya. Dalam peristiwa ini terjadilah 

perbuatan hukum yang berupa peralihan hak milik atas 

tanah dari pemilik yang semula kepada pihak yang menu- 

karnya.

Karena peristiwa tersebut di atas bukan merupa­

kan perjanjian bahwa pemilik akan menyerahkan kepada 

pihak lain dengan imbalan penyerahan benda lainnya, maka 

perbuatan tersebut tidak diatur dalam hukum perjanjian, 

melainkan termasuk dalam hukum tanah. Berdasarkan PP no. 

10 th. 1961, peristiwa tersebut harus dibuktikan dengan 

akta yang dibuat oleh PPAT.

H i b a h .

Hibah adalah merupakan perbuatan hukum yang ber-
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wujud beralihnya hak milik atas tanah, dari pemilik ta­

nah yang bersangkutan kepada yang diberi hibah tersebut, 

Dalam hal ini pemilik semula tidak mendapatkan apapun 

sebagai ganti dari tanah yang dihibahkan tersebut. Karena 

perietiwa tersebut merupakan perbuatan hukum. yang meng- 

akibatkan beralihnya hak milik atas tanah, maka hibah di­

atur dalam hukum tanah. Pembuktian perbuatan hukum ter­

sebut dengan akta hibah yang dibuat oleh PPAT.

Adapun ketentuan yang diuraikan terdahulu menge­

nai jual beli hak atas tanah, berlaku juga terhadap hi­

bah.

Karena dalam akta hibah tidak dijumpai ketentuan

sebagaimana pasal 3 dalam akta jual beli, maka Boedi

Harsono, S.ff. berpendapat bahwa:

Untuk menghindari keraguan sebaiknya dicantumkan Ju­
ga ketentuan di dalam akta hibahnya tentang apa yang 
dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan jika 
kemudian temyata, bahwa permintaan izin pemindahan 
haknya ditolak. Misalnya tanah kembali kepada pembe- 
ri hibah atau yang diberi hibah diberi kuasa untuk 
mengalihkannya sebagai kuasa dari yang member! hi­
bah kepada pihak lain. 18

Pemberian dengan wasiat.

Pemberian dengan wasiat adalah perbuatan hukum 

dari pemilik sewaktu ma6ih hidup yang berupa penunjukkan 

orang atau orang-orang tertentu (dapat juga badan hukum

l8Ibld.. h. 168.
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♦tertentu), yaag akan memperoleh tanah-tanah terteatu atau 

semua tanah yaag termasuk harta peninggalanaya setelah 

la meninggal duala.

Berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 UUPA, 

dapat disimpulkaa bahwa UUPA tidak menganggap bahwa pem­

berian wasiat tersebut sebagai suatu cara beralihnya hak 

milik atas tanah, dengan demikian tidak diperlukan akta 

yaag dibuat oleh PPAT* Akan tetapi kelak, apabila pembe­

ri hibah wasiat meninggal duaia, barulah terjadi peralih- 

aa hak milik atas tanah.

Adapua perbuatan hukum yaag dilakukan tersebut meru­
pakan pelaksanaan daripada wasiat yaag meninggal du­
aia, untuk maaa dapat dipergunakan contoh akta hibah,□ 
yang sudah ada dengan tambahan keterangaa seperlunya.

2. Hemberikan Hak Baru Atas Tnnah

Sebagaimana diatur dalam pasal 35 dan 42 UUPA, ma­

ka yaag dimakeudkan dengan pemberian hak baru atas tanah 

adalah:

a* pemberian hak guna bangunan. atas hak milik orang lain;

b. pemberian hak pakai atas tanah milik oraag lain*

ad* a* Pemberian hak guna bangunan*

Mengenai pengertian hak guna bangunan telah dije- 

laskan secara singkat dalam uraian terdahulu. Adapun ter-

64
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.jadinya hak guna bangunant adalah karena pemberian hak 

baru atas tanah yang dapat dibedakan sebagai berikut: 

a#1# Hak guna bangunan yang diberikan atae tanah negara# 

Berdasarkan pasal 37 huruf a UUPA, hak guna bangun- 

an dapat terjadi karena penetapan pemerintah, yang 

diberikan oleh instanci yang berwenang, dengan di­

terbitkan suatu surat keputusan pemberian hak*

Adapun tanah yang diberikan hak guna bangunon ber- 

daearkan penetapan pemerintah tersebut dapat berupa: 

a. 1.1. tanah negara (tanah yang langsung dikuasai 

oleh Negara);

a.1.2# tanah yang dikuasai oleh pemohon dengan pene- 

tapan porubahan hak, misalnya hak pakai; 

Instansi yang berwenang nemberikan hak guna bangun- 

an, yang meliputi juga penbaharuan hak serta perpan- 

jangan jaagka waktunya tersebut, berdasarkan Peratur- 

an Renter! Dalam Negeri no. 1 tahun 1967 ialah Men­

teri Dalam Begeri/DLrjen. Agraria, apabila luoo ta­

nahnya 1.000 n2 lebih dengan jangka waktu 20 tahun# 

Guboraur/Kepala Inspekoi Agraria, apabila luas ta-
p

nah kurang dari 1.000 n dengan jangka uaktu kurang 

dari 20 tahun# Dolan peristiwa ini tidak diperlukan 

akta yang dibuat oleh PPAT# 

a#2# Hak guna bangunan yang diberikan atas tanah hek ni- 

lik. Berdasarkan pasal 37 huruf b UUPA, hak guna
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bangunan ini terjadi karena adanya perjanjian an- 

tara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak 

yang menghendaki hak guna bangunan tersebut* Seba­

gaimana telah ditetapkan dalam pasal 19 PP no* 10 

tit* 1961, maka perjanjian yang diadakan dengan mak- 

sud untuk menciptakan hak tersebut haruslah berben- 

tuk akta otentik yang dibuat oleh dan di hadapan. 

PPAT.

ad* b. Pemberian hak pakai atas tanah milik orang lain.

Berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat 1 UUPA, maka 

hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut 

hasil dari tanah yang langsung dikuasal oleh negara atau 

tanah milik orang loin, yang memberikan wewenang dan ke- 

wajiban yang diberikan dalam keputusan pemberiannya atau 

dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan per­

janjian 6ewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah.

Hak pakai dari tanah yang dikuasai oleh negara, diberi­

kan dengan Surat Keputusan Pemberian Hak oleh pejabat 

yang berwenang, sedangkan hak pakai yang diperoleh dari 

pemilik tanah, dibuat dengan suatu perjanjian antara pe­

milik tanah dan penerima hak.

Karena tidak ditentukan bentuknya, maka perjanjian . 
itu dapat diadakan secara tertulis (dengan akta no­
taris atau di bawah tangan), tetapi dapat juga se­
cara lisan.
Perbuatan hukum tersebut tidak termasuk golongan
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yang harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh 
PPAT.20

3* Menggadaikan Tanah.

Pengertian gadai tanah, adalah merupakan perbuat- 

an hukum antara pemilik tanah dengan orang lain yang te­

lah menyerahkan sejumlah uang (disebut pemegang gadai), 

kepadanya dengan hak untuk menguasai tanah tersebut se­

lama pemilik tanah belum mengembalikan uang gadai terse­

but (penebusan)* Hanya tanah hak milik yang dapat diga- 

daikan#

lang dimaksud dengan penguasaait tanah, berarti 

pemegang gadai berwenang untuk mempergunakan dan. meng- 

ambil manfaat dari tanah tersebut, Misalnya hak gadai 

dapat dibebani dengan hak-hak tanah lainnya, menyewakan, 

membagi hasilkan tanahnya kepada pihak lain, Oak gadai 

tidak menjadi hapus jika misalnya hak atas tanahnya di- 

alihkan kepada orang lain, Untuk membuktikan perbuatan 

hukum tersebut, harus dibuatkan akta yang dibuat oleh 

dan di hadapan PPAT, Juga apabila terjadi peralihan hak 

gadai, yang harus dilakukan dengan persetujuan pemilik- 

nya, dan berarti pula putusnya hubungan gadai antara pe­

milik dan pemegang gadai yang pertama, maka untuk bukti

20Ibid.. h. 288
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adanya hubungan gadai baru antara pemilik dan pemegang 

gadai ini harus dibuatkan akta PPAT* Apabila pemegang ga­

dai meninggal dunia, maka hak gadainya beralih kepada 

ahli warisnya*

Khusus untuk gadai tanah pertanian, berdasarkan 

pasal 7 UU no. 56 Prp. tahun 1960 jangka waktu gadai ter­

sebut ditetapkan paling lama 7 tahun. Setelah berlangsung 

7 tahun maka hubungan gadai tersebut berakhir dan tanah­

nya wajib dikembalikan kepada pemilik tanpa pembayaran 

uang tebusan, dalam jangka waktu 1 bulan setelah tanaman 

yang ada selesai dipanen.

Akan tetapi medtipun berlang6imgnya gadai tersebut 

kurang dari 7 tahun, pemilik tanah berhak memintanya kem­

bali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipa­

nen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya diperhi- 

tungkan dengan rumusan sebagai berikut:

(7 + i) - waktu berlangsungnya hak gadai x u#ng gadai#

7

4. Meraln.lam Pang dengan Hak Atas Tanah Sebagai Jawinaa 

Tanah sebagai jaminan pembayaran hutang, mengan- 

duns pengertian bahwa tanah yang tertentu, oleh yang ber­

hak menjaminkan tanah tersebut disediakan secara khusus 

kepada kreditur untuk lebih meyakinkan kreditur bahwa 

hutang tertentu dari seorang debitur akan dilunasi pada
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jinya, maka kreditur berhak menjual tanah itu dan meng- 

ambil uang ha6il penjualannya untuk diperhitungkan se­

bagai pembayaran hutangnya.

Dalam pasal 25, 33» dan 39 UUPA ditetapkan bahwa 

tanah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan 

dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tang­

gungan* Dengan demikian berarti hak atas tanah lainnya, 

karena tidak disebut dan UUPA, tidak dapat dijadikan 

obyek hak jaminan tersebut*

Dari ketentuan pasal 23 jo pasal 19 UUPA, dapat 

disimpulkan bahwa hak tanggungan tersebut harus didaf­

tar. Pendaftaran itu merupakan alat bukti yang kuat me- 

ngenai sahnya pembebanan hak milik, hak guna usaha, dan 

hak guna bangunan yang bersangkutan dengan hak tanggung­

an tersebut* Adapun tata cara pembebanan hak tanggungan 

yang dimaksud diatur dalam pasal-pasal 19, 22, dan 25 

PP no. 10 th. 1961.

Ketentuan-ketentuan lain mengenai hak tanggungan 

berdasarkan pasal 51 UUPA, akan diatur oleh undang-un­

dang. Dengan demikian maka selama undang-undang terse­

but belum ada, berdasarkan pasal 57 UUPA, yang berlaku 

ialah ketentuan mengenai hipotik tersebut dalam KUHPer- 

data Indonesia dan credietverband tersebut dalam S. 1908- 

542 sebagaimana yang telah diubah dengan S. 1937-190.
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Selanjutnya dalam kertas kerja pada Seminar Hi­

potik dan. Lembaga Jaminan lainnya yang fiselenggarakan 

oleh Badan Pengembangan Hukum Nasional Departemen Ke- 

hakiman bersama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah 

Mada di Jogjakarta tanggal 28 Juli 1977> Boedi Harsono,

S.K. mengemukakan pandangannya sebagai berikut: Dihu- 

bungkan dengan diktum no. 4 UUPA, yang mencabut "Buku 

Ke II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, se- 

panjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan me—  

ngenai hipotik yang masih berlaku pada nrnlai berlakunya 

undang-undang ini", maka hingga kini setahu kami, baik 

kalangan pemerintah, perbankan, maupun para sarjana hu­

kum, yang menaruh minat terhadap masalah tanah sebagai 

jaminan hutang, berpendapat bahwa sesudah terjadinya 

perombakan mengenai hukum tanah kita oleh UUPA, lembaga 

hipotik dan credietverband masih tetap ada dan dipergu- 

nakan selaraa undang-undang mengenai hak tanggungan yang 

dimaksud dalam pasal 51 UUPA belum terbentuk.

Berdasarkan ketentuan pasal 26 Peraturan Menteri 

Agraria no. 2 tahun 1960 yang mengatur pelaksanaan kon- 

versi, hanya tanah hak milik, hak guna usaha, hak guna 

bangunan yang beraeal dari konversi hak-hak barat saja 

yang dapat menggunakan peraturan hipotik, sedangkan 

credietverband hanya dapat dikenakaji terhadap tanah hak
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milik, hak guna usaha, dan hak guna ban gun an yang ber-

asal dari hak-hak lain*

Perbedaan itu diadakan karena tanah-tanah yang

bersangkutan masih didaftar menurut peraturan-peratur-

an. yang berlalnan, demikian pula hak jaminannya.

Jika dipergunakan peraturan hipotik dilaksanakan 
menurut overshrijving ordonantie 183*f» sedangkan 
jika dipergunakan peraturan credietverband acara 
pembebanannya melalui ketentuan S. 1908-5^2 don.
S* 1909-584* Setelah semua tanah hak milik, hak 
guna usaha, hak guna bangunan didaftar menurut PP 
no* 10/1961 dan pembebanannya dengan hipotik oau- 
pun credietverband juga diselenggarakan menurut 
peraturan tersebut, tidak ada alasan lagi untuk 
mengadakan perbedaan*21

Dengan demikian dengan berlakunya PMA no* 15 th. 1961,

maka ketentuan dalam pasal 26 PMA no* 2 th* I960 diha-

puskan*

Perjanjian hipotik dan credietverband adalah 

merupakan perjanjian turutan (asessoir) dari 6uatu per­

janjian pokok* Perjanjian pokok yang dimaksud adalah 

suatu perjanjian hutang piutang* Hutang piutangnya sen- 

diri boleh jadi sudah ada, mungkin pula belum ada, akan 

tetapi perjanjian hutang piutang tersebut horus sudah 

ada* Hal tersebut berarti hipotik atau credietverband 

dapat dilaksanakan berdasarkan perjanjian membuka kre-
•

dit, walaupun. kredit belum direalisir# Perjanjian pokok

pi
Boedi Harsoao, S*H,, Beberapa Analisa Hukum 

Agraria III. Esa, Jakarta, 1978, h. if6.
I
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•tersebut tidak harus berbentuk tertentu, bahkan secara 

juridis dapat dilakukan secara liean eaja.

Adapim persamaan maupun perbedaan antara hipotlk 

dan credietverband, secara garis besar dapat diuraikan. 

sebagai berlkut:

Hipotik maupun credietverband, .mempunyai obyek 

yang sama, sebagaimana tel ah dluraiikan terdahulu ialah; 

hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan.

Adapim BUbyeknya ada dua; 

a* Pemberi hipotikAredietverband, ialah pemegang hak 

ataupun kuasanya* Apabila pemegang hak tersebut ada- 

lah perorangan, maka yang bersangkutan dapat menanda- 

tangani secara langsung surat kuasa notariel sebagai- 

mana diatur dalam pasal 1171 KUHPerdata. Apabila pe­

megang haknya adalah badan hukum, harus pula diper- 

hatikan persyaratan dalam AD dan ARTnya; 

b* Penerima hipotik, dibedakan dengan penerima crediet­

verband. Penerima hipotik:

- orang WNI atau WKA atau badan hukum baik Indonesia 

ataupun Asing;

- satu mungkin dua, atau lebih orang atau badan hukum 

tersebut;

- identitasnya harus jelas.

Penerima credietverband:

- hanyalah kreditur yang ditunjuk oleh Preeiden (Kepres
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■ 1 if/1973) ialah Bank Negara Indonesia 19*f6» Bank BUmi 

Daya, Bank Dagang Nasional, Bank Ekspor *mpor Indone­

sia, dan Bank Pembangunan Indonesia (UU no* 2 tahun 

1960).
Jumlah yang dijamin baik hipotik maupun crediet­

verband disebutkan sampai jumlah berapa besar hutang 

yang pelunasannya ditanggung.

Pelaksanaan pembebanan hipotik dan credietverband:

a. Pembuatan akta.

Berdasarkan peraturan Menteri Agraria no* 15 tahun 

1961, akta pembebanan (pemberian) hipotik dan crediet­

verband dibuat oleh dan di hadapan PPAT yang daerah ker- 

janya meliputi daerah tempat letak tanah yang bersangkut- 

an dengan memakai formulir herdasarkan ketentuan Peratur- 

m  Menteri Dalam Negeri no. 10if/DJA/77 tanggal 6 Agustus

1977 6erta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri no. BTU/10/ 

61 if/10/77 tanggal 26 Oktober 1977» yang menyatakan hahwa 

formulir tersebut boleh diubah yang disesuaikan dengan 

keperluan bahkan dapat ditambah kertasnya*

Akta tersebut ditandatangani oleh para debitur 

maupua kreditur dengan dua orang saksi dan PPAT sendiri, 

dan dibuat sesuai dengan jumlah yang diperlukan, masing- 

masing untuk PPAT, Kepala KPT dan. debitur serta kreditur*

b. Pendaftaran,*

Apabila akta hipotik/credietverband tersebut telah
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selesai, maka perlu dldaftarkan ke KPT setempat, yang 

pendaftarannya dapat dllakukan oleh PPAT, dapat pula 

oleh kreditur dengan memberikan tanda penerlmaan kepada 

KPT. Untuk keperluan pendaftaran tersebut, kepada KPT 

perlu diserahkan semua surat/tanda bukti yang diperlu- 

kan untuk pembuatan akta.

Apabila tanah yang bersangkutan sudah ada serti- 

fikatnya, maka sertifikat tersebut harus diserahkan ke­

pada KPT bersama dengan akta pembebanan hipotik/crediet- 

verband tersebut, jika tanahnya belum dibukukan yang ten- 

tunya belum ada sertifLkatnya, maka pembebanannya dengan 

hipotik/credietverband tersebut dapat dllakukan bersama- 

an dengan permintaan untuk pembukuannya (pasal 18 PP no. 

10 th:. 1961). Untuk keperluan pembukuan tersebut, kepada 

Kepala KPT harus disampaikan surat bukti haknya dan ke- 

terangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat yang ber­

sangkutan, yang membenarkan surat atau surat bukti hak 

yang bersangkutan.

Selain hal tersebut, harus pula diserahkan kepa­

da PPAT surat keterangan Kepala KPT yang menyatakan, 

bahwa hak atas tanah tersebut belum mempunyai sertlfl­

kat. Di daerah kecamatan luar kota tempat kedudukan KPT, 

surat keterangan Kepala KPT tersebut dapat diganti dengan 

pemyataan pemilik tanah yang dikuatkan oleh Kepala Dosa 

dan seorang anggota pemerlntahan desa yang bersangkutcn.

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERANAN CAMAT SELAKU ... ICVARA AMITABA BUDHIVAJA



75

Apabila semua persyaratan telah dicukupi maka 

oleh Kepala KPT dibuatkan buku tanahnya, sejak dikeluar- 

kan buku tanah tersebut barulah hipotik/credietverband 

tersebut dianggap telah lahir,

Adapun biaya-biaya yang ditetapkan untuk pengurus- 

an. pembebanan hipotik/credietverband tersebut diatur da- 

lam pasal 5 Peraturan Menteri Agraria no* 15 tahun 1961:

a. untuk pembuatan akta, PPAT dapat memungut uang jasa 

dari besarnya pin jam an dengan minimum Rp. 25,- 

maximum Rp* 500,-; 

h* apabila dalam pembuatan akta diperlukan saksi-eaksi 

kepala desa dan anggota pemerintah desa, maka dipu- 

ngut uang saksi sebesar \% dari besarnya pinjaman de­

ngan maximum Rp* 1*000,-*

Sedangkan biaya pendaftaran tanahnya berdasarkan 

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri no. if1/DDA/ 1969 

ditetapkan sebesar i% dari besarnya pinjamaiu Jika ta­

nahnya belum dibukukan biayanya ditambah \% dari taksir- 

an. harga tersebut. ELaya-biaya tersebut dibebankan ke- 

pada debitur.
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PERANAN CAMAT SELAKU PPAT DALAM MEWUJUDKAN JAMINAK 

KEPASTIAfl HUKUM BAGI PEMILIK HAK-HAK ATAS TANAH, DI 

BEBERAPA WILAYAH KERJA PPAT KOTAMADYA SURABAYA

1. Pembuatan Akta PP.A3L.dan M&salahnya

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab II sub 3, 

bahwa akta PPAT adalah akta otentlk yang merupakan alat 

pembuktian yang sempurna tentang materi yang dikandung- 

nya, serta merupakan alat pembuktian yang kuat tentang 

sahnya perbuatan hukum sehubungan dengan transaksi hak.- 

hak atas tanah*

Dari transaksi yang telah dilaksanakan dengan 

pembuatan akta camat PPAT di wilayah Kotamadya Surabaya, 

temyata transaksi jual beli hak &tas tanah mencapai 

jumlah 87,^05^ dari seluruh jumlah akta yang dibuat oleh 

camat PPAT dalam periode tahun 1981 sampai dengan tahun 

1983* Adapun gambaran tentang jenis transaksi yang akta- 

nya dibuatkan oleh notaris PPAT maupun camat PPAT di wi- 

layah kerja Kotamadya Surabaya dalam periode tahun ter­

sebut di atas adalah sebagaimana disajikan dalam Daf- 

tar I.

Apabila ditinjau lebih lanjut, maka transaksi

76
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jual beli yang dibuatkan aktanya oleh camat PPAT, jenis 

yang terbanyak adalah sebagai pelengkap dari penerbitan 

sertifikat tanah hak milik dalam rangka pelaksanaan 

PRONA.

Dari eegi tata cara pembuatan akta tersebut, di- 

jumpai dua macara cara sebagai berikut: Cara yang perta- 

ma, mula-mula sertifikat hak milik diterbitkan atas nama 

pemegang tanda bukti hak yang telah memenuhi persyaratan 

berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri no* SK.26/DDA/1970r 

sehubungan dengan ketentuan konversi. Pemegang hak ter­

sebut (A), biasanya bukan subyek yang pada saat itu me- 

nguasai tanah yang dimaksud, karena tanahnya sudah dalam 

penguasaan B dengan cara peralihan hak berdasarkan akta 

jual beli di bawah tangan yang disahkan oleh kepala desa* 

Karena tujuan pelaksanaan PRONA tersebut dimaksudkan agar 

sertifikat dapat diterbitkan atas nama B, maka diadakan- 

lah penyempurnaan tata cara jual beli antara A dan B de­

ngan menertaLtkan akta jual beli yang dibuat oleh camat 

PPAT. Pada prakteknya akta tersebut dibuat tanpa hadir- 

nya para pihak di hadapan camat PPAT untuk mendengarkan 

pembacaan serta penjelasan tentang isi akta, karena peng- 

urusan penyelesaiannya dilakukan eepenuhnya oleh para pe- 

laksana penyelenggara PRONA tersebut. Penanda tangcnan 

akta oleh para pihak cukup dilakukan di hadapan pcra pe- 

laksana penyelenggara PRONA, bahkan dapat dilakukan secara
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♦terpisah dengan waktu yang berlainan pula, demikian ju- 

ga kelengkapan tanda tangan saksi-saksi dan akhirnya 

pengesahannya oleh camat PPAT#

Rupa-rupanya hal yang dlanggap penting dalam rang- 

kaian pelaksanaan tata administrasi di atas, adalah ter- 

bltnya sertifikat hak milik atas nama B, dengan mengabai- 

kan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal ini memang da­

lam kenyataannya dapat direalieir tepat pada traktunya 

ialah pada peringatan Hari Tani, sebagaimana telah di- 

targetkan. Tata cara tersebut di atas, dijumpai di Keca- 

matan Tandes dan Wonokromo.

Cara yang kedua, bahwa calon pemegang sertifikat 

hak ata6 tanah tersebut (B), yang pada saat itu telah 

menguasai tanahnya, yang pemindahan haknya berdasarkan 

akta jual beli di bawah tangan yang disahkan oleh kepa­

la desa dengan saksi pamong desa yang bersangkutan,

Dalam peristiua ini B txajib menyerahkan kepada peleksa- 

na penyelenggara PRONA:

a« surat pemyataan tentang tanah yang dikuasainya, yang 

diketahui oleh kepala desa dan dikuatkan oleh camat; 

b« petok pembay&ran pajak (petok D), atas nama B;

c. kartu pembayaran pajak IPEDA s/d tahun yang borcang- 

kutan*

Selain itu B juga wajib menandatangani blcnko 

kosong yang telah disiapkan oleh petugas berupa:
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<a, surat pernyataan tentang tanah yang dikuaeainya;

b, permohonan izin untuk mendapatkan pemindahan hak ber­

dasarkan PMA no. Ilf tb. 1961;

c, surat keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh ca­

mat setempat yang menyatakan bahwa persil tersebut 

ada atau tidak ada bangunannya, tujuan penggunaan 

tanahnya, batas-batasnya, serta ada atau tidaknya 

pembebanan credietverband/hipotik;

d, blanko akta jual beli PPAT yang telah diisi dengan 

keterangan tentang subyek serta obyek tanah yang di- 

sertifikatkan tersebut, sebagai pembeli dicantumkan 

nama B sedangkan penjualnya adalah A, yakni subyek 

pemegang petok D sebelua dipindahkan kepada B.

Cara penandatanganan blanko serta akta tersebut, 

pada garis besarnya adalah sama dengan cara yang perta- 

ma di atas* Tata cara yang kedua ini dijumpai di Keca- 

matan Sukolilo.

Dari kedua uraian tersebut, yang uienarik untuk

dibahas adalah tata cara pembuatan akta camat PPAT-nya,

yang pada dasarnya telah menyimpang dari ketentuan yang

ada, yang secara jelas telah dicantumkan dalam pasal

terakhir dari blanko akta jual beli PPAT yang berbunyi:

Demikian akta ini dibuat dihadapan.... dan. *0**0
sebagai saksi-saksi dfen telah dibacakan dan di mana 
perlu dijelaskan oleh kami, maka kemudian akta ini 
dibubuhi tanda tangan oleh para penghadap, saksi-
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saksi dan kami, pejabat pembuat akta tanah

Dari hasil wawancara dengan para pelaksana pem­

buatan akta tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa 

dasar keyakinan para eaksi dan camat PPAT untuk membu- 

buhkan tanda tangan dalam blanko akta jual beli terse­

but adalah sebagai berikut:

a. Pada tata car a yang pertama*

1. telah adanya sertifikat hak atas tanah yang di- 

terbitkan atas nama A, dengan demikian A memang 

berhak untuk menjual tanah tersebut, sehingga da­

lam akta PPAT dicantumkan nama A sebagai pihak 

penjualnya;

2* telah adanya akta jual beli di bawah tangam anta- 

ra A sebagai pen jual dan B sebagai pembeli, akta 

tersebut disahkan oleh kepala desa setempat de­

ngan saksi pamong desa. Karena akta jual beli di 

bawah tangan tersebut sudah ada sebelum sertifi­

kat hak milik atas nama A diterbitkan, maka untuk 

pengesahan akta PPAT-nya, para petugas dan juga 

camat tinggal mencocokkan tanda tangan para pihak 

yang tertera dalam kedua akta tersebut;

b. Pada tata cara yang kedua*

1. telah adanya surat pemyataan yang dianggap seba-

22Depdagri, h. 97 •
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gai tanda bukti pemilikan tanah yang dibuat oleh

B, yang dikuatkan oleh kepala deBa dan diketahui 

oleh camat selaku kepala wilayah kecamatan, yang 

dalam urutan proses selanjutnya camat tersebut ju- 

ga bertindak sebagai PPAT, Dalam peristiwa di atas 

telah terbentuk keyakinan pada diri camat PPAT, 

bahwa B yang dalam kenyataannya menguasai tanah 

tersebut, pemegang petok D, dan juga sebagai calon 

pemegang sertifikat tanah, adalah benar-ftenar su­

byek yang berhak untuk memperoleh sertifikat hak 

atas tanah, dengan demikian nama B dican tumkan se­

bagai pihak pembeli dalam akta PPAT-nya;

2. telah diterbitkannya akta jual beli di bawah ta— 

ngan antara A sebagai penjual, kepada B sebagai 

pembeli, yang disahkan oleh kepala desa dengan di- 

lengkapi kesaksian pamong desa. Kemudian para pe- 

tugas dan juga camat PPAT mencocokkan tanda tangan- 

nya dengan teraan tanda tangan dalam blanko akta 

yang telah' dieiapkan tersebut*

Dalam peristiwa di atas, menurut penilaian soya 

yang kurang tepat ialah, justru mengapa B sebagai pihak 

pembeli yang diwajibkan untuk memiliki surat pernyataan 

pemilikan tanah sebagai disebutkan dalam uraian b.1., 

dan bukannya A yang bertindak sebagai pihak penjual da- 

, lam akta PPAT tersebut? Bagaimana camat PPAT dapat none—
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■ uji kebenaran materielnya bahwa A memang berhak untuk 

men jual tanah yang dimaksud, sedangkan bukti ,<hak,r 

yang peraah dimilikinya hanyalah petok D, yang sebe- 

narnya hanya merupakan petok pajak bumi saja*

Dari kedua macam tata car a pelaksanaan pembuat­

an akta PPAT yang dikaitkan dengan penerbitan sertifi­

kat tanah dalam rangka pelaksanaan PRONA tersebut, mes- 

kipun kedua-duanya menyimpang dari ketentuan yang ber- 

laku, saya berpendapat bahwa cara yang ditempuh di Ke- 

camatan Wonokromo maupun Tandes tindakan camat PPAT 

tersebut lebih dapat dipertanggungjawabkan dan lebih 

terjamin kepastian hukumnya daripada yang dilakukan di 

Kecamatan Sukolilo. Karena camat PPAT masih mungkin 

mengadakan koreksi berdasarkan hasil penelitiannya, 

apakah A yang pada saat itu sebagai pemegang sertifi­

kat, memang berhak untuk mengalihkan hak atas tanah 

tersebut, demikian juga apakah B memang berhak meneri- 

ma peralihan hak tersebut. Apabila berdasarkan peneli­

tiannya camat PPAT berkesimpulan bahwa masih ada ma- 

teri yang belum terpenuhi, maka masih mungkin camat 

PPAT menolak pembuatan aktanya#

Lain halnya dengan tata cara yang kedua, justru 

camatlah yang bertanggung jawab terhadap pernyataan 

kebenaran pemilikan tanah oleh A, karena pada saat itu 

belum ada sertifikat atau bukti lain yang kgat atas
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nama A sebagai pemilik hak atas tanah tersebut, dan ak­

ta PPAT tersebut justru dipakai sebagai sal ah satu da- 

sar penerbitan sertifikatnya.

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas 

bahwa akta jual beli PPAT yang diterbitkan dalam kaitan- 

nya dengan PRONA tersebut, sebetulnya dibuat hanya un­

tuk memenuhi segi formilnya saja, mengingat bahwa dalam 

kenyataannya hak atas tanah serta subyek penguasa tanah 

tersebut telah beralih 6ebelumnya, dengan memakai dasar 

atau bukti akta jual beli di bawah tangan sebagai mana 

telah diuraikan di atas* Dengan demikian maka segi kebe- 

naran materiel dari akta camat PPAT tersebut, sepenuh- 

nya diserahkan penelitiannya kepada kepala desa yang ber- 

sangkutan. Juga secara diam-diam para camat PPAT terse­

but mengakui adanya transaksi yang dibuat berdasarkan. 

akta di bawah tangan, meskipun telah diketahui bahwa hal 

ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal **3 

dan kk PP no. 10 th. 1961, dengan sank si pidana kurungan 

3 bulan atau denda Rp. 10.000,- bagi yang membuatnyc*

Tinjauaa dari segi lain, dari hasil wawancara de­

ngan 29 responden yang memiliki akta di bawah tangan 

semacam uraian di atas, dapat disimpulkan bahna mereka 

beranggapan akta yang mereka miliki adalah merupakan 

semacam bukti hak, terlebih apabila telah berhasil di- 

miliki petok D atas namanya, dan pada dasarnya mereka
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.cenderung memilih menghadap kepala desa untuk urusan 

jual beli tanahnya daripada menghadap camat selaku PPAT.

Alas an yang dikemukakan, bahwa apabila mengurus 

masalah tersebut ke kepala desa lebih gampang, tidak 

perlu menyiapkan kelengkapan surat-surat keterangan dan 

atau pemyataan lainnya, cukup dengan bukti petok D yang 

dipegang pihak pen jual, maka akta di bawah tangan yang 

dibuat telah dapat disahkan oleh kepala desa yang ber­

sangkutan, dalam peristiwa ini saya menilai bahwa kepa­

la desa tersebut kurang sekali melakukan penelitian atas 

obyek maupun subyek jual beli tersebut.

Penilaian positip yang dapat diberikan dari peris­

tiwa di atas, membuktikan bahwa camat PPAT selalu memia- 

ta kelengkapan sebagaimana persyaratan mengharuskan, ju- 

ga mengadakan penelitian yang cukup terhadap obyek mau­

pun subyek jual beli tersebut, yang berarti para camat 

masih memegang peraturan-peraturan yang telah ditetap- 

kan. Di. lain pihak dari segi negatipnya hal yang dikha- 

watirkan adalah belum. tertanamnya pengertian yang benar 

di dalam lingkungan masyarakat tentang pentingnya nilai 

akta PPAT dalam peralihan hak atas tanah. Selain akta 

di bawah tangan yang kurang menjamin kepastian hukum, 

juga akibat lainnya tanpa akta PPAT tidak mungkin di- 

terbitkan sertifikat tanah atas nama penerima hak yang 

baru.
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Mengenai akta lainnya yang dibuat oleh para ca­

mat PPAT, yang berupa akta Jual beli (bukan sebagai pe- 

lengkap PRONA), akta hibah, akta pembagian waris, telah 

dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku, balk 

dari segi penelitian tentang hak atas tanah dari segi 

subyek maupun obyeknya, adanya hak untuk memindahkannya, 

demikian juga tentang adanya hak dari penerimanya.

Penghadapan para pihak, kehadiran para saksi eer- 

ta tatacara pembacaan maupun penanda tangan an akta telah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga 

pembuatan dan pelaporan daftar akta cukup diperhatikan 

oleh para camat PPAT.

Kembali pada penelahan daftar akta PPAT, pada 

daftar tabel I, dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 

antara tahun 1*>81 sampai tahun 1983* oleh camat PPAT di 

Kotamadya Surabaya telah diterbitkan akta hibah sejumlah 

26 buah, pembagian warie 3 buah, jual beli 201 buah, ee- 

dangkan akta credietverband maupun hipotik tidak dijum­

ped. Tentang akta credietverband tersebut, sebagai hasil 

wawancara dengan pihak Bank Bumi Day a Surabaya, dapat 

diuraikan hal sebagai berikut.

Pemegang prakarsa penerbitan akta credietverband 

selalu datang dari pihak bank, dan ternyata pihak bank 

memilih jasa notaris PPAT dan bukannya camat PPAT untuk 

membuat akta pembebanan hak tersebut. Hal ini ditempuh
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‘dengan pertimbangan bahwa aebagai badan usaha pelayanan 

Jasa, bank menginginkan penyelesaian yang cepat dan sak- 

sama dalam pengurusan transaksi-transaksi dengan para 

nasabahnya. Juga letak kantor notaris yang biasanya re- 

latip berdekatan dengan kantor bank, memperlancar penye­

lesaian urusan mereka. Kedua faktor tersebut dinilai oleh 

pihak bank belum dimiliki oleh camat PPAT.

Hal lain yang menimbulkan penilaian positip, bah- 

wa selama ini belum pernah timbul sengketa dengan para 

nasabahnya yang disebabkan karena ketidaksempurnaan akta 

notaris yang diterbitkan. Dengan demikian sampai saat ini 

pihak bank masih tetap memilih memakai Jasa notaris PPAT.

Apabila ditilik dari pandangan sepintas, maka pem­

buatan akta PPAT dalam kenyataannya hanyalah merupakan 

pekerjaan pengisian blanko akta yang telah dipersiapkan 

sebagaimana uraian di halaman 32, berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri no. SK.lOif/DJA/197? dan SK. 62/DJA/

1978 serta surat Mendagri tanggal 27 Oktober 1977» no. 

Btv.10/61 if/10—77» dengan contoh blanko tersebut terlam- 

pir. Akan tetapi 6esungguhnya makna yang penting dari 

pembuatan akta tersebut ialah menciptakan alat bukti 

tentang perbuatan hukum sehubungan dengan transaksi hak- 

hak atas tanah, dengan tujuan untuk menjamin kepastian 

hukum bagi pemegang hak-hak atas tanah yang bersangkutan.

Dari uraian yang telah dikemukakan tentang prak-
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tek pelaksanaan pembuatan akta PPAT, maka maaalah yang 

menuntut tanggung jawab yang besar ialah pengujian kebe- 

naran materi tentang tronsakei sehubungan dengan hak-hak 

atas tanah tersebut, yang nantinya akan dituangkan da­

lam blanko naskah akta yang telah tersedia. Sedangkan 

pemenuhan persyaratan formilnya, dengan telah dibakukan- 

nya blanko akta sebagaimana ketentuan yang ada, maka ta— 

ta cara pengesahannya bukan merupakan hal yang sulit un­

tuk dilaksanakan.

2. Feranan Camat_PPAT

Dari seluruh akta PPAT yang diterbitkan di Kota- 

madya Surabaya dalam tahun 1981 s/d 198**-, sejumlah 7.583 

buah akta, bagian akta yang diterbitkan oleh camat PPAT 

hanya mencapai 3# saja, terdiri dari akta jual beli 201 

buah, akta hibah 26 buah, dan akta pembagian waris 3 bu­

ah. Selebihnya yang terdiri dari 97# adalah merupakan 

akta yang diterbitkan oleh notarie PPAT, akta jual beli 

mencapai 6.005 buah, akta hibah 565 buah, akta crediet­

verband 105 buah, akta pembagian waris 312 buah, dan ak­

ta hipotik 366 buah.

Ditlnjaa dari penampllan angka-angka tersebut di 

atas, dapat ditarik kesimpulan Gecara garls besar, bahwa 

masyarakat kota Surabaya yang telah memahasi pentingnya 

akta PPAT cenderung leblh banyak yang memilih notaris
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PPAT darlpada camat PPAT untuk membuatkan akta transak- 

si sehubungan dengan hak-hak atas tanahnya*

Kesimpulan yang saya peroleh dari basil wananca­

ra oaupun jawaban dari daftar pertanyaan yang saya aju- 

kan kepada beberapa camat serta pembantunya di Kotamadya 

Surabaya, bahwa ditilik dari naktu yang tersedia bagi 

para camat temyata relatip sangat terbatas untuk meng- 

urus masalah akta PPAT* Hal tersebut dapat dimakluni 

mengingat sebagai pimpinan tertlnggi dalam vilayah keca- 

matan, para camat tersebut dibebani berbagai tugas yang 

cukup banyak dalam melaksanakan fungsi pemerintahan; de­

ngan demikian berakibat menjadi lambatnya penyelesaian. 

akta PPAT yang juga merupakan tugas dan tanggung jauab- 

nya*

Dalam praktek pelaksanaan tugas sehari-hari, bla- 

sanya para camat menunjuk pembantu untuk menyiapkan pem­

buatan akta-akta tersebut* Pembantu tadi bukan sekali- 

kali bertlndak sebagai uakilnya, akan tetapl hanya ber- 

tugas untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada para pi­

hak yang akan mengadakan transaksi sehubungan dengan 

hak-hak atas tanahnya, kemudian menyiapkan konsep nas- 

kah akta tersebut* Camat PPAT yang kemudian akan meng­

adakan penelitian lebih jauh, menguji kebenaran kete­

rangan yang ada dan akhlmya menorbitkan akta PPAT se- 

sual dengan tata cara yang berlaku.

Penunjukan pembantu tersebut, hendaknya dllakukan
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• dengan. cukup eaksama, utamanya perlu dltekankan pemba- 

tasan tugas serta wewenangnya. Hal tersebut saya kemu- 

kakan, mengingat bahwa telah pernah terjadi gugatan se- 

hubungan dengan terbitnya Akta Jual Beli Camat PPAT Tan- 

des no, 322-Agr.-1981 tertanggal Mei 1981, yang di- 

ajukan ke sidang Pengadilan Negeri Surabaya pada tang- 

gal 18 September 1984* Pihak penjual digugat karena di- 

anggap tidak berhak untuk menjual tanah yang bersangkut- 

an.

Dalam kasus ini hakim, menilai bahwa Camat PPAT 

Tandes terlalu percaya kepada Kepala Desa Putat Gede, 

yang telah ditunjuknya untuk membantu pembuatan akta 

tersebut* Kepercayaan yang diberikan demikian luasnya, 

sehingga Camat PPAT tidak lagi mengadakan penelitian 

terhadap materi yang dikandung di dalamnya, pada hal se- 

betulnya pihak penjual tidak berhak untuk mengalihkan 

hak atas tanah tersebut* Karena kemudian camat PPAT 

Tandes menerbitkan atau mengesahkan aktanya, maka lahir- 

lah sebuah akta PPAT yang formil sah, akan tetapi ter- 

dapat cacat dalam materinya* Akibat selanjutnya ialah 

terjadinya ketidakpastian hukum mengenai kedudukan obyek 

maupun subyeknya dalam peralihan hak atas tanah tersebut.

Kembali kepada masalah keterbatasan waktu yang 

dimiliki oleh para camat PPAT untuk mengurus tugasnya, 

meskipun akhirnya mereka menunjuk pembantu, akan tetapi
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masih juga diraeakan adanya kelambatan dalam menyelesai- 

kan akta-akta tersebut, sehingga terdapatlah kecenderung- 

an bagi masyarakat yang memerlukannya untuk meminta ja- 

sa kepada para notaris PPAT.

Sebagai gambaran, berdasarkan sajian angka dalam 

daftar I, tercatat adanya transaksi sejumlah rata-rata 

8 kali sehari yang ditangani oleh notaris PPAT bersama- 

sama dengan camat PPAT, akan tetapi dari jumlah terse­

but hanya terjadi 1 kali dalam j angka waktu ^ hari yang, 

ditangani oleh camat PPAT.

Tanggapan para camat dalam masalah ini, sebagai 

kesimpulan dari wawancara dapat dikemukakan bahwa pada 

dasarnya kehadiran notaris PPAT mendapat tanggapan yang 

sangat positip* Mereka menilai bahwa jasa yang diberi- 

kan oleh para notaris PPAT telah memperlancar pelayan- 

an PPAT pada umumnya terhadap kebutuhan masyarakat da­

lam melaksanakan transaksi sehubungan dengan hak-hak 

atas tanahnya. Namun demikian, pandangan dari sisi yang 

lain, dengan adanya transaksi-transaksi yang dibuatkan 

aktanya oleh notaris PPAT tersebut, menyebabkan para 

camat kehilangan pengamatan atas sebagian dari status 

tanah dalam wilayahnya, karena perpindahan hak atau 

perbuatan hukum lainnya yang dilakukan oleh warga ma- 

syarakatnya tidak seluruhnya dapat diikuti oleh camat 

yang bersangkutan.
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Terhadap maealah ini, timbul gagasan agar dimung- 

kinkan untuk pembentukan suatu koordinasi informasi ten­

tang peralihan hak tersebut antara camat dan notaris 

PPAT. Diharapkan bahwa bentuk koordinasi tersebut dapat 

diatur oleh Kantor Agraria Kotamadya Surabaya.

Meskipun dalam jumlah akta PPAT yang diterbitkan 

oleh camat relatip masih sedikit dibandingkan dengan ak­

ta yang diterbitkan oleh notari6 PPAT, akan tetapi ca­

mat PPAT mempunyai peranan yang besar dalam meningkat- 

kan kesadaran hukum. masyarakat, yang juga merupakan upa- 

ya untuk menjamin kepastian hukum bagi para pemilik hak- 

hak atas tanah di dalam wilayah kerjanya. Hal ini dapat 

dilaksanakan karena camat dalam fungsi gandanya sebagai 

PPAT maupun sebagai kepala wilayah kecamatan, dapat mem- 

berikan motivasi kepada masyarakat tentang pentingnya 

kepai tian hukum bagi para pemilik hak atas tanahnya, 

yang antara lain melalui pensertifikatan tanah, maupun 

permohonan hak atas tanah negara yang mereka kuasai, 

juga tata cara peralihan hak tersebut. Dalam fungsinya 

ini pula camat dapat memberikan pengarahan yang efektip 

baik kepada masyarakat, utamanya kepada para kepala de­

sa, untuk menghindari terbitnya akta di bawah tangan 

sehubungan dengan transaksi tentang hak-hak atas tanah 

yang dilakukannya, karena 6ampai saat ini hal tersebut 

masih dianggap benar oleh sebagian besar masyarakat.
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Bertolak dari anggapan masyarakat ini pulalah, 

serta melihat suatu kenyataan kepesatan perluasan kota 

Surabaya, ditinjau dari pertambahan areal industri, pu» 

sat perdagangan serta pemukiman, bukan saja yang dike- 

lola oleh real estate, KPR BTN, maupun PERUMNAS, akan 

tetapi lebih-lebih dengan tumbuhnya pemukiman serta 

tempat-tempat usaha di daerah kecamatan pinggiran kota, 

j.uga apabila diperhatikan adanya iklan penawaran pen— 

jual an tanah dan rumah yang dimuat di surat kabar-6urat; 

kabar di Surabaya, akan dijumpai tidak kurang dari 50 

penawaran setiap harinya. Dari hal di atas, maka saya 

sampai kepada suatu asumsi bahwa tentu masih banyak la- 

gi transaksi-transaksi sehubungan dengan hak-hak atas 

tanah yang dilakukan tanpa melalui jasa PPAT. Hemang 

hal tersebut sulit untuk diperoleh data konkritnya meng- 

ingat belum ada badan atau lembaga yang dapat memonitor- 

nya.

Timbulnya peristiwa di atae, tentunya merupakan 

gejala yang kurang mengimtungkan dipandang dari kepas- 

tian hukum, dan merupakan sal ah satu tugas camat PPAT 

dalam fungsi gandanya tersebut untuk secara aktip mem- 

berikan pengertian yang benar kepada warganya tentang 

peraturan-peraturan keagrariaan. Untuk mendukung keber- 

hasilan tuga6 tersebut, tentunya pengetahuan tentang ma­

salah keagrariaan pada umumnya, serta tentang tugas tang-
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gung jawab PPAT khususnya, seyogianya dapat dikuaeai 

oleh para camat dengan balk,

Pengetahuan dasar tentang masalah agraria di- 

peroleh para cam at dari pendidikan formal, misalnya 

APDN, IIP, serta berasal juga dari pengalaman kerja 

waktu menjabat sebagai kepala kantor kecamatan dan 

atau mantri polisi pamong praja. Pengetahuan tersebut 

terus ditingkatkan dengan mengikuti penataran-penatar- 

an yang diselenggarakan oleh Kantor Agraria. Karena sa- 

lah satu tugas yang penting dari para camat PPAT ialah 

membuat akta transaksi, maka saya berpendapat, selain 

pengetahuan tentang masalah keagrariaan tersebut, hen- 

daknya juga dipahami pengetahuan tentang akta yang ber- 

sumber dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, juga pe­

rn ah am an kedudukan pejabat umum di bidang hukum privat.

Pokok pengertian yang mendasar untuk sahnya se- 

buah akta, maka seluruh ketentuan persyaratannya harus 

dipenuhi* Apabila tidak, maka akta tersebut akan batal 

menurut hukum, walaupun secara formal akta tadi dapat 

saja diterbitkan oleh PPAT, karena yang bersangkutan 

memang berwenang untuk menerbitkannya. Akan tetapi, apa­

bila kemudian akta tersebut dipakai sebagai dasar untuk 

menerbitkan sertifikat, yang dikeluarkan oleh instansi 

yang berwenang untuk itu, maka bukan berarti bahwa akta 

tersebut tidak dapat dibatalkan. Dengan demikian maka
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kepastian hukum senantiasa goyah dan tujuannya pun men- 

jadi tidak tercapai, demikian pula maksud dari para pi­

hak untuk menjadikan akta tersebut sebagai alat bukti 

yang sempurna tentang transaksi yang dibuatnya juga ti­

dak akan terwujud.

Selain hal di atae, dalam hukum. administrasi di- 

kenal adanya ketentuan, bahwa untuk sahnya suatu kete— 

tapan, maka ketetapan tersebut harus dibuat oleh organ 

atau pejabat yang berwenang untuk itu. Apabila ketetap­

an tersebut dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang, 

maka ketetapan itu batal demi hukum, dengan akibat ke­

tetapan tadi tidak mengikat siapapun, yang berarti pula 

bahwa tidak ada kewajiban bagi siapapun untuk mematuhi- 

nya. Demikian juga halnya dengan akta .PPAT yang tidak 

memenuhi syarat.

Dari uraian di atas, dapat dipahami betapa besar 

peran PPAT dalam menumbuhkan pemahaman hukum. demi ter- 

capainya kepastian hukum dalam tindakannya. Selain ber- 

tindak tertib, dengan selalu memakai landasan peratur­

an hukum yang berlaku, para camat juga selalu berupaya 

menanamkan pengertian hukum tersebut kepada warganya 

maupun para aparat bawahannya yang menangani akta, baik 

para pembantunya, para kepala desa, juga para pamong 

desa lainnya. Dengan demikian maka tindakan para aparat 

tersebut akan senantiasa berlandaskan kepada peraturan
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hukum: yang benar, yang tentu akan membuahkan kepasti- 

an hukum bagi para pemegang hak-hak atas tanah yang 

mengadakan transaksi.

Harus diakui bahwa dalam pengertian tertentu 

peranan camat PPAT dalam mewujudkan kepastian hukum ba­

gi para pemegang hak atas tanah, sebagaimana uraian di 

ata6 tidak dapat dilakukan oleh notaris PPAT, karena 

mereka tidak raempunyai fungsi ganda sebagaimana yang 

dimiliki oleh para camat PPAT,
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KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian-uraian tentang peranan camat selaku 

PPAT dalam mewujudkan jaminan kepastian hukum di bebe- 

rapa wilayah kecamatan Kotamadya Surabaya dalam bab— 

bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan eerta di- 

ajukan saran sebagai berikut.

1 .  K e  s lm - p u la n

PPAT, ialah pejabat umum yang diangkat dan di- 

berhentikan oleh Menteri Dalam Negeri (PMD no. 2 th. 

1977 pasal 2 ayat 1), yang berwenang membuat dan menan- 

datangani akta tanah dalam hal memindahkan hak atas ta­

nah, memberikan hak baru atas tanah, menggadaikan ta­

nah, meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tang- 

gungan, terhadap mereka yang menghendaki adanya akta 

sebagai bukti, serta menyelenggarakan administrasinya 

sebagaimana ditentukan dan diharuskan oleh peraturan 

perundang-undangan (PP no. 10 th. 1960 dan PMiL no. 10 

th. 1961).

Yang dapat diangkat sebagai PPAT, ialah mereka 

yang dinyatakan telah lulus dari ujian yang diseleng- 

garakan oleh Panitia Ujian PPAT, sebagai berikut: nota-
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ris, vakil notaris yang diangkat oleh Departemen Keha- 

’ kiraan,. beka6 pegawai tehnis Direktorat Jenderal Agra— 

ria, sarjana hukum bekas pegawai negeri, bekas pegawai 

pamong praja yang pernah menjabat sebagai PPAT sewaktu 

bertugas menjadi camat; ketentuan tersebut berdasar 

Keputuean Menteri Dalam Negeri no, SK.19/DDA/1971•

Camat PPAT, ialah pejabat pembuat akta tanah 

yang dibebaskan dan dikecualikan dari persyaratan uji- 

an tersebut. Salama dalam suatu wilayah kecamatan belum 

diangkat seorang PPAT, maka camat karena jabatannya di­

angkat sebagai PPAT sementara, kebijakan yang ditempuh 

6elanjutnya, meskipun dalam wilayah kecamatan tersebut 

telah diangkat pejabat PPAT, akan tetapi camat yang 

bersangkutan tetap menjadi PPAT sementara; ketentuan 

tersebut berdasarkan pasal 5 ayat 1, 2, dan 3 PMA.no.

10 th* 1961, Surat Menteri Pertanian dan Agraria no.

Unda.1/2/8, tanggal 21 April 1962.

Wilayah kerja PPAT, pada dasarnya untuk setiap 

kecamatan diangkat seorang PPAT, akan tetapi berdasar­

kan usul dari Kepala KPT, dapat ditetapkan beberapa 

kecamatan menjadi wilayah kerja bagi lebih dari seorang 

PPAT. Seorang PPAT dengan seizin Dir.Jen. Agraria dapat 

membuat akta mengenai tanah yang tidak terletak di da­

lam wilayah kerjanya, misalnya dalam hal terjadi peabe- 

banan beberapa bidang tanah dengan hipotik yang terletak
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di beberapa kecamatan, ketentuan tersebut berdasarkan 

pasal 1 dan 2 PMA no. 10 th. 1961.

Camat, karena tugas dan kewajibannya, bukan saja 

berfungsi sebagai PPAT, akan tetapi juga sebagai Kepala 

Wilayah Kecamatan yang merupakan penguasa tunggal di 

daerahnya, adalah pemegang peran yang besar dalam upa- 

ya mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat warganya, 

yang merupakan pemegang hak-hak atas tanah.

Notaris PPAT, dan atau PPAT lainnya yang diang­

kat di dalam wilayah kerja seorang camat, sangat mem- 

bantu penyelesaian tugas camat 6elaku PPAT, hanya saj£ 

dalam peristiwa ini dirasa perlu adanya suatu lembaga 

koordinasi informasi camat PPAT dan Notaris PPAT, se— 

hingga camat sebagai kepala wilayah dapat mengikuti mu- 

tqsi tentang status tanah di wilayahnya.

2. s_..a, r_a.a

Camat PPAT di Surabaya, yang karena jabatan rang- 

kapnya mempunyai peluang serta potensi yang besar untuk 

membantu terwujudnya kepastian hukum bagi para pemegang 

hak atas tanah di dalam wilayah kerjanya, sedangkan un­

tuk melaksanakannya diperlukan landaean pengetahuan ser­

ta status yang memadai, sehubungan dengan hal tersebut 

maka perlu adanya:

Peningkatan pengetahuan tentang masalah keagra- 

riaan serta pengetahuan hukum pada umumnya, serta pem-
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buatan akta pada khususnya, bimbingan yang intensip ke- 

arah hal di atas, dapat dilaksanakan oleh pihak Agra­

ria dan Departemen Kehakiman, dengan menyelenggarakan 

ujian-ujian pada setiap akhir tahapan bimbingan terse­

but, sehingga diharapkan pengetahuan yang dimiliki oleh 

camat PPAT menjadi set&raf dengan PPAT lainnya.

Bimbingan tersebut tidak saja diberikan kepada 

para camat, akan tetapi juga kepada para pembantunya, 

yang meskipun kedudukannya di luar ketentuan yang ada, 

akan tetapi perlu diakui kepentingannya mengingat ke- 

sibukan kerja camat sebagai kepala wilayah yang hanya 

dapat menyediakan vaktu yang sangat terbatas untuk meng- 

urusi secara langsung persiapan pembuatan akta PPAT, tu- 

juan pokok diadakannya bimbingan tersebut, diharapkan 

agar para pembantu tersebut dapat bertindak sebagai pe- 

nyuluh maupun penasihat hukum bag! para warga masyara­

kat yang akan mengadakan transaksi sehubungan dengan 

hak-hak atas tanahnya.

Mengukuhkan status camat sebagai PPAT dan bukan 

sebagai PPAT sementara (PMA no. 10 th;. 1961 pasal 5 

ayat 1) karena ketentuan tersebut telah berjalan sela- 

ma 23 tahun tanpa ada peninjauan kembali, sedangkan 

peranan camat cukup besar sebagaimana diuraikan di atas, 

dengan syarat bahwa pengetahuan tentang masalah PPAT 

yang dikuasalnya telah setaraf dengan PPAT lainnya.
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. DAFTAR WAWANCARA (RESPONDEN DAN WAKTUNYA)

A, Wawancara dilakukan dengan Camat PPAT, Pembantu Ca­

mat, Bank Bumidaya Cabang Swandayani, dan Ka. Kan 

A graria  KMS.

1* Dasar dilakukannva wawancara;

Surat keterangan untuk melakukan Survey/Researcli 

(Iz in )  d ari D irektorat S o s ia l P o lit ik  Dati I  Ja- 

wa Timur no* 072/4596/330/1984, t g l .  4 Oktober 

1984, yang d ite rb itk a n  berdasarkan:

Surat Pembantu Dekan I ,  Fakultas HUkum U n iversi- 

ta s  A irlan gga, no. 2148/PT.03«4/N/84i t g l .  18 

September 1984t

Surat Walikotamadya KDH. Tk. I I  Surabaya, 

no* 072/17 9 6 A 1 1/84, t g l .  25 September 1984*

Surat D irektorat A graria  Propinsi Jawa Timur, 

no. 0?Z/33/320/}98bt t g l .  27 September 1984*

Surat Pimpinan Bank Bumidaya Cabang Swandayani 

Surabaya, no. PERS/421/84, t g l .  27 September 1984*

Surat Keterangan Walikotamadya KDH Ik* I I  Sura­

baya, no. 072/1886A 11.81/1984, t g l .  4 Oktober 

1984.

2 . Pelaksanaan, wawancara:

Di Kecamatan Su kolilo  

Rungkut 

Gubeng 

T egalsari 

Bubutan 

Tandes

t g l .  6, 8 Oktober 1984; 

t g l .  11 Oktober 1984; 

tg l*  10, 12 Oktober 1984; 

t g l .  15, 18 Oktober 1984; 

t g l .  22 Oktober 1984; 

t g l .  27, 29, 30 Oktober 

1984, 1» 5 BTovember 1984*
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Bank Bumi Daya Swandayani: t g l .  13 November 1984; 

Kantor A graria  KMS : t g l .  14, 19 November

1984.

B. Wawancara dilakukan dengan para pem ilik petok D dan 

atau pemegang su rat p e rjan jian  ju a l b e l i  d i bawah

tangan. 

1 . Sdr. Soemamo J in . Pucangan 111/74  Sby.

2. Sdr. Soehartoyo J in . Sawahan Baru 11/43 Sby

3. Sdr. Yoesoef S yarifu d in  J in . Balongsari Madya I/3Q

4. Sdr. K astolan J in .

Sbaya.

Pogot Baru 1/21 Sby.

5 . Sdr. Kasah Djarsono J in . Wonokitri V III/7  Sby.

6. Sdr. Ismari J in . B ratajaya IX/74 Sby.

7 . Sdr. Xsman J in . Gedang Asin 11/75 Sby.

8. Sdr. Soedarto Jin . K u tisa ri Selatan  1/35

9. Sdr. Sarwo J in .

Sby.

Asem Jaya IV/2c Sby.

10. Sdr. Sisnawan Jin . Gundih 111/75 Sby.

11 . Sdr. Moerdianto J in . Banyu Urip Wetan V/59

12. Sdr, W ijianto J in .

Sby.

Tandes Kidul VI/24 Sby

13. Sdr. M.ff. Widodo J in . Tanjungsari 111/68 Sby

14. Sdr, M. Tampubolon Jin . Banyu Urip Lor 3C/10B

15. Sdr. Soewarno J in .

Sby.

Demak Jaya X/56 Sby.

16. Sdr. Mo ch. Dimyati J in . Asem Jaya VII/6 Sby.

17. Sdr. Wasyim. Jin . Rom okalisari, Benowo,

18. Sdr. Mo ch. Saleh Jin .

Sby,

Gadukan Rukun 1/213

19. Sdr. Nyuwargiono Jin .

Sby.

Gub. K ertajaya VIB/4

Sby.
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20. Sdr. Djuwoto Jln

2 1. Sdr. So emarno S Jin

22. Sdr. Mian Jin

23. Sdr. Basori Jin

24. Sdr. Soepradito Jin

25. Sdr. Suyanto Jin

26. Sdr. Ma'un Jin

27. Sdr. Slamet Jin

28. Sdr. Piadi Jin

29. Sdr. Agus Su-

tjahjo Jin

Wonokusumo Jaya 1/51 Sby. 

Karangpoh 1/4 Sby.

Dupak Masigit II I/ 7  Sby. 

Dupak V/39 Sby.

K u tisa r i Selatan  12 Sby. 

Dukuh Kupang Gg. Lebar 

91A* Sby.

K etintang 1/29 Sby. 

Karangpoh VI/21 Sby. 

Gundih 11/50 Sby.

Bendul M erisi 1/23 Sby.

Pelaksanaan wawancara dalam bulan Juni s/d Agustus 

1984.
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L A M P IR A H  1

Mengenaj 

Tanah hak 

Nomor

6 BIS J651-BEI
N o ...............:....../ ............... I  19

Pada hari ini, hari .......................... tanggal ..................................... 19.
datnng menghadap kepada kami
Camat, K epala Wilayah Kecamatan ................................................................. 1 *
oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-kepulusannya 
berdasarkan ketentuan dalam pasul 5 Peraiuran Menteri 1 *
languid...................................................  19.......  Nomor .......................................
Agraria No. 10/1961 bertindak 1* sebagai 

ditunjuk
penjabat pembuat akta tanah yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraiuran 
Pemerintah No. !0  tahun 1961 tenlang Pendafiaran Tanah untuk Wiluyah

dengan dihadliri oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami1  ̂
dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini :

I................... ;............................ 3>
...............................................................  3>

...................................................................................  3)

..... 3)

..................... ; ........ ; ........................................................................................ ..........................................2  j

............................... ..... ;.......... ii

........................................... ;.......................................... 3)

............... ... ,............................................. ?’)

....................... ..................... ;.................... 3j

........................................  3)

sulanjulnya disebut penjual :

I I ................... ........................................................ ...................................... ........ . „ . .3 )
.......................................................... .........  3 )

............................................... 2)
...............................................................i,

............................. :...................................:>

...................................... ......  _ a)

..............................  3)

........................................................... 3)

........................................................... 3)

«jlunjulny» disebut pembeli :
Para ....... ........
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Para penphadap menerangkan bahwa penjual dengan akta ini menjual 
kepada pembeii dan pembeii membeli dari penjual :

■ , ,  tanah Irak : ................................. N o................................
*cbj(i»i;ijn dari

terletak di : •
Dacrah tingkat I / Wilayah : .......................................................................
DaeralV lingkat II / Wilayah : ...................................................................... .
Kecamatan / Wilayah : ............................................... * .................... .
Desa. : .......... -...............

diuraikan dalam sural ukur : tgl............................................. N o ...............
luas tanah : ...............................................................  rn3
( ............................................... ;.....................................................  meter pcr&cgi )
berukuran panjang kurung-lebih : ......................... ..............................Meter J )

lebar .kurang-lcbih : ................. ......................................Meier 31
persil n o m o r.............. ........ . kohir n o m o r........................... b lo k ......................  JJ
dan berbatasan di sebelah :

Utara : ........ :....................... ,........................... ....................................... 3)
Tim ur : ......................................................................................................^
Selatan : ......... .................................... ....................................................... J>
Barat ; ................................................ ..................................... ..............

Selanjutnya para penghadap menerangkan :
bahwa jual-beli ini meliputi pula bangunan dan tanaman 1 ) yang ada di atas
tanah tersebut, yaitu bej-upa ............................................................................... *•>
........;............ ...;...;..................... ■>)
...................................................................... ->

bahwa jual-bcli ini terjadi dengan harga Up.............................................................
(............................. ...... ;...............
.......................................................................................................................  rupiah I ;
bahwa penjual mcngaku telah mencrima sepenuhnya uang pembelian terscb-Ji 
di atas dan untuk penerimuan uang itu akta ini berlaku pula sebagai lamia 
penerimaannya (kwitansi);
bahwa jual-beli ini dllakukan dengan syarat-syarat seperti berikut :

l’Ub'Ul ].

Mulai hori ini tunuh hak dan bangunan serta tanaman 11 yang diuraikan 
dalam akta ini telah diserahkan kepada pembeii, yang ivengaku p ila  telaii 
m eneriira penyerahan itu dan scgalu keuntungun yang didjp.it dari serta segala 
kerugiau/beban yang diderita ai.is taiu-h hak dan bar^iin-M ^'Haitian 1V 
leisebut di alas menjadi liak lanfgungan pjmbeli,

I ' i isal 2.

Penjual tnenjamin bahwa lanah-hak dan bangunan sif.a  tanaman 1 * 
tersebut di atas lidak dikcnakan sesualu silaan atau lersaiKikut scba^.ti tang- 
gungan untitk sesuatu piutang atau dibcrali dengan behan-beban lainnya.

Tasal 3 ..............
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- 3 -

Pasal 3.

Jik a  pembeli tidak mcndapat izin dari Instansi pcmberi izin yang 
bersvenang untuk membeli tanah hak tersebut sehingga jual-beli ini menjadi 
batal, maka ia dengan ini oleh penjuai diberi kuasa penuh yang tidak dapat 
ditarik kembali; dengan hak memindahkan kekuasaan itu untuk mengalihkan 
hak atas tanah itu kepada pihak lain atas nama penjuai, dengan drbebaskan 
dari pertanggungan jawab sebagai kuasa, dan jika  ada.menerima uang ganti 
kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari pembeli.
Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada penjuai tersebut di 
atas tidak akan dituntut kembali oleh pembeli.

Pasal ......
s)

..................................... ............................................................................... 5)
S>

.....................................  S)

_ ..................................................... .......................„ ........ 5)

............ ........ '......................... ,..s)

..........;.. ......................................5)

..................................... ...........'............................................  5)

.....................................................................................  5)

Pasal .....v

Ongkos pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai 
peralihan hak ini, dipikul oleh .......................... .....................................................

Demikian akta ini dibuat dihadapan ..........................................................6)
............................................................. ;........  6)

................................. _  6)
.. ;..................;................. 6)

....................................... .............................. . «)

.......................................................................................................................................................................................................... 6 )

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan dan dimana perlu dijelaskan oleh 
kami, maka kemudian akta ini dibubuhi tanda tangan/cap jem p o l1}oleh para 
penghadap, saksi-saksi dan kami, penjabat pembuat akta tanah.

Penjuai. FcmbeJi,

( )
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Saksi-sa ksi Pcnj:ib;il Pcinboal Akta Tanah,

( ............ ........... ) ( ........................... )

(.................)

K E T E R A N G A N :

1) V;ing tidak perlu ilicorel.
2) 4 D iis i i: m i::, in iii.r , ke\var^ane}*araari, jn 'k^ jaan , fcinp;»l p c iijiK il/

pembeli serta jika beriiianii iebuikuu jt;ca J.cieranj:u.> K«.u-iani:an me- 
ngcn;ii suaminya.

3) Hanya diisi bila tanahnya bcluni dimaikan dalam suaitt iiir.it ukur.
4) Jika  tidak diingini, keterangan pasal ini J.ipai dicorcl/diiMiiii.
5) Ruangan ko*ong ini dupai dipergnnakan imluk &yaral’S) j / j i lain, yany 

dipandang perlu oleh kedua belah jiiJiak. Uil.imuna tidak djpcrgtinakan 
harus diuwet (/.).

6) Diiii nama, pekeijaan, dan U'mp,|! liiinial para saksi.
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3 u k t *• r r; n w y a t a n *

Yanj borianda' tanjaw Uibuv/ah in i  i

I .  II a in a ' J .......................................... * .............. • :••*•••••*»•*..............

U ;n u r  * ..........................................

3. Pokorjaun \ ..............................* ................. ' W * ............. !**
i

l)t'.jan in i  monyatakan .bahwa kai;d adalali bonar-2 pomilifc ataBj tanah*yang lrorupa 

uj. /ah, tutfulan, aolm o •!• ME* oobatflvi diuraikan dalam

durut ium ii pombancuimn Daoruh tan/r^aX, • • ............. t • * 1 Ko« .......................

il'tii u u r a t ........ ■........................................ * . •••••••• * .......... • •

torXotal: d i • . .................................................................... .... .............

XoluraJum/Dosa : W m W M W N W M U ..... I • ........ *•

Ku camatan 1 ? * X  *9 •

Kot;i):iat\ya i Daoroli T in gta t I I ,  Suiv.baya.-
j

Duhv/a taricUi torsobut bonar-2 cobu^ai tanah* hak m ilik  hokao goffolaiv to -  

-ap/yaaan, yanj aoaliiya kar.d poroloh dari JUAL/l3ELl/lIIij;jl/v/;jilSAli pada lcira-2 

tahun, ....................... ...........................  Dari pomi'lik oomula ia lah  oaud&ra t ........

Ualnva diatao tanuh toraobut, tovdapat/tidak tordapat x |) bangunan ~ . 
borupn : . ^  ............................................. . .v • • • .................... .........• .........* * *

Doncan in i  pula kami monyatakan bahv/a kami oarisffup monsantfkat eumpch 

dan boi^uiUa t'.i tuntut - di«mitai poncadilun, apabila kotoranffaii kami in i  tidal:

• d.'.n t:*.w.h •’joriaubut tiduk dalufn conckota, tidak cUffadaifcan atau pobagai 

J a r / b u m  J i v i t a i ^ i i i u i n n ^ .  . . .  j

Uojnihiuii curat X'ca'ayatr.an in i  kami buat dongan oobonarnya tanpa ada to  -  

kr.nan pukuium dari fjiaViajiun doivjau ru’.lu.’urt atfar d i poi'tfiuiakan.oupurlunya*

Monjjutahui dan mombonavkan ■■
in i  ponr/utaan tob, ' Surabaya, t£L. ,

■Kopala Doon/turd, A .WJKffiNJAWOKIJN&AH, KaWi  yn^  »onyfttcka:» .

( .S. A N W A R

»««••**,
Ilojnor : ..............

l/iuntfot:iln*_t dan moivrouahkun 
i't'ju .y i'.W u i 'lu vit.ibu l illiv'tiui

C.UAfJi* IGjI'.'XA W ILaYAJI KE0.UV/JAN 1
ii(^ n o i i  i o ,

P r s . M0EDJI0N0 ADISOESANTO.- 
fflpT " b l o O i U W : ----------
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S U R A T  P U R N Y A T A A N  T a N A II-T A N A I! V A N G  U ll'lJN 'Y A I PFM O IIO N
t P.isal 2 r.M.D.K S.K. 5l> / D.D.A. / I 1' =) )

Yang bi*riamin langan di bawah ini :

N a m a : .............................................................................. :..............................
I* e k iv r j a a n : ..............................................................................................................
A I a in a I : ..............................................................................................................

ilcngan ini nu'nyatakan bahw;i hingga saat ini kami telah mcnijnmyai lanah-tjiiah 
scha^a i bovikui :

A»3i Kuma
UA Milik ] 11 jk  (lutu lijnaitijii H.tlc Canij U»ahy Ib k  I’ukji l.jiii L jiii

Lims j Ihiljiij; Lua> Ilnlang Liuv Hiiianf Luas J J i »1 j | I.UJV

pi’iimhon

t

i
i

IVmolioii.

A iuV )'jng

HIJVlIl IlH'll'

jj.ti Uuj1,*

C.impjii

jurimilmil.

’umlali ;

Pcrnyataan ini kami bunt dalam rangka permolionan balik nama/
Pciuhftaran atas nama kami duri latvah Hak ;....... ............................. ...............................
icrsebnt pada akla P.P.A .T. tanggal .................................. ............... ;........ N o .......................

l.Vmikiaulali kami buni dengan scbcnarnya, dan sa»wjup iHfuntiH dihadapan 
(Vngmlilun Pidana, hilii kiMiuidian Icrnynta kulorangan kami lidul; bi:nar.

..................................T u n ^ a l  .....................................1 9 ......

1‘ t m o h o  n,

•) A jli beitrU  i i ls h  vsUi ruit|Wkpnya 
lu iu * diiuuib U iigjni d. atji niclcfji. ( )
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AKTA
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A K T A  M l  H A II

No.

hari ini, hari ....................................  tanpgat .............................19......
daiang menghadap kepada kami ..........................................................................
Carnal, kepala Wilayah Kecamatan ................................................................  1 *
Oleh Memeri Dalam Negeri dengan surat-keputusannya 
berdasarkan ketentuan Jnlam pas:i! 5 Penim an Menteri 1 ^

tanggal .................................................  19........ Nomor .......................................
Agraria No. 10/1961 bertindak 1 * seb:igai 

diumjuk
penjabat pembuat akia tanah yang dinukstidkan dalam pasal 19 Peraturan 
Pemerintah No, 10 tahun 1961 tenuing Pendaftaran Tanah untuk Wilayah

dengan dihadliri oleh saksi-*aksi yang kami kenal/dipeikenalkan kepada kami 1 * 
dan aku.i disebutkan dibagiun akhir akta ini ;

 I V .

................................................................. 3)

......................................................................................  3)

............................................  ................... 3)

......................................................................................  31

................................................... ............  3 i

..............................................................  3 )

......................................................................................  3 )

....................................  ................ *.............................  3)

......................................................................................  3)

Selanjutnya disebut yang menghibahkan. Pihak Pertama;

I I 
t _............................................2)
.............................................. 2 j
............................................................................................................................... 2 J

......................................................................................  3)

..................................... .........  3)

............................................................................................................................... 2 )

............... | 2)
*....  : t

? i

Scljn ju inya disebut yjng meneiMtrj hikih l’ihak K oi<:k i*

Penghadap yang menghibahk;::i mcnerangkaii dengan akta ini ineng* 
hibalikan kepada peugliatlap yang mcnerima hibah: sebidang tanah ! IA  
................................................  terlelak di ;

D a e r a h ...............
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Daerah tingkat 1 : ....
Daerah lingkal U : ....
Kccamatan : ....
D e s a : ....

dimaikan dalam surat-nkur : tgl 
Uijs  tanah : ....

...... )

) mc'.er * 
) meter •

Selnnjutnya para pcnghadap menerangkan :
bahwa hibah ini meHputi pula ..................................... . yang ada di alas tanah
tersebut, yaiiu  yang berupa : .................................................... . .......... .................
bahwa hibah ini dilakukan dengan syarat-syarai seperti berikut :

Pasal 1

Mulai hari ini tanah*hak/dan bangunan serta tanaman yang diuraikan 
dalam akta ini telah diserahkan kepada yang mencrima hibah, yang mengaku 
pula telah mcnerima penyerahan itu, dan scguia kcuntungan yang didnp;i\ 
dari-serta korugian/bebun yang diderita atas tanah-hak/dan bangmun sertj 
tanaman tersebut di atas menjadi hak/tanguungan yang menerima liibali.

Pasal 2

Kedua pihak mengetahui benar apa yang telah dihibahkan itu dan 
ntelepaskan segala tuntutan bila kejak tcrdapat perbedaan luas dcn^.u h.iiil 
pcngukuran resmi dari Kantor Subdil Agraria Kaluipaten/KoJamailya

Pasal 3

Ongkos pembuatan akta ini, tiang sa’rsi dan segala bi-j.va m m :1 <u, p«*»
* alihan hak im dipikul oleh y jr g  m-JncfJiua fub j)i.

Pawl 4

......................................................................................................................................................................................................................  ........ * \

.................. ............................ *)

.............................................................  •»)

berukuran panjang kurang-kbih .......( ...... ......................
Icbar kurang-lebih : .......( .............................

pcrsil nomor D a fta r .................kohir n o m o r..................blok
dan berbatasan di scbclah ;

• Utara' : .....................................................
Timur : ............................................................
Selalan : .......-.............................................
Barat : ...........................................................

K o ..............
.....
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*)
M

■i)
-*)
■>)

A)

Dcmikianhh akta ini dibuat di hadapan ....................................................
s) 
s) 
S)

................................................................. S)

.....................................................  S )

; .......................................................................................... ................................................sj

................................................................................................................................ S)

.......................................................................................  5)

................................................................................................................................S )

.......................................................................................  5)

sebagai saksi-saksi dan sistclah dibacakan dan di mana perlu dijehskan oleh 
kami, maka kemudian akta ini dibubuhi tanda-langan/cap-jempol 11 olcn 
para pcnghadap, saksi-saksi dan kaini, penjabat pembuat akta lanah.

Yang menghibahkan, Penjabat Pembuat Akta Tanah,

. ( ............... :..........)

Yung menerima hibah,

( .......;............ )

(•.................. )

*. Saksi-saksi :

( ) ( )
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Kcierangnn :

1. Yang tidak perlu dicou’t.
2 .  Diisi nama, umur, kewarjsaiiegar..*an, pokorjaan. km pai tini^al. jika i 

hcrsuumi disebutkun juga ketciangan diatas nK'n^nai Miaminy:i.
3. Hanya diisi hila tanahnya lx*!um diuraikan dalam suatu MiiaHiI.ui 
A .  Ruangan koscmg disodiakan hilamana diperlukan tamhahan “-yaiai

syaratnya.
5. Diisi nama, umur, kewarganegaraan, pckcrjaan, tempat linggal paraw Ui
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m i l i k .
PtKPUiUK *AN 

•UNlVfcKSIIAS A1KLAIN00A-
S U R A B A Y A____

ATAS NAMA

NEGARA R.EPUBLIK INDONESIA
Akta Crediet-Verband
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A T A S  N AM A

N EG A R A  U I T U J U K  IN D O N ES IA  

A K T A  Credit-Vcrband

N o..................................................

Pada hari ini, hari ..............................  tanggal ...........................................  19....
dalang menghadap kepada kami ..................................................................................
Camat, Kepala W ilayah Kecamatan .......................................................................... 1 *
oleh Menteri Dalam Negcii Jengan sural-kepittusannya 
berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 IV raluran Menteri *1

tanggal ............................................  19.......  N o m o r........................................................
Agraria No. 10/1961 beriiml.ik , J  sebagai 

ditunjtik
penjabal pembuat akta tanah vang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan 
Petnerinlali No. 10 tahun I% 1  tentang Pendaftaran Tanah untuk Wilayah

dengan dihadliri oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada k a m i1* 
dan akan disebutkan dihagian akhir akta ini :

............................................................  .........................  2 )

.................................................  2\

.......................................................................................................................................................................................................  2 )

yang berhutang selanjnlnya disebut Pihak Pcrlanm;

11.................................................... *>
................................................. -ij
*.......... ........................ ■;............. j)
1.................. ................. .............. jj

yang berpititang selanjutnya di.sebut Pihak Kedua;

Para penghadap menerangkan, bahwa kedua belah pihak lelah imipakat dan 
sepakat yaitu Pihak Pertama niengaku telah menerima uang pinjaman dari Pihak 
Kedua, demikian Pihak Kedua mengaku telah nienycrahkan uang pinjaman kepada
Pihak Pertama, tunai sc besar Rp .............................. ( ..................... ........ .........................
.............................................................. ................................................................rupiah ),
untuk penerimaan mnna tikUi ini berlaku sebagai tanda pcnerimaannya.

• Bahwa Ikalan kredit ini, sehclumnya lelah disetitjui her.xama anUra Pihak 
Pertama dun Pihak Kedua berdasarkan* suiatu surat perjanjian pinjaman pada
(anggal .............................................  (Hum 19 ........  laii uilainpiikar, berirna
r.kta ini.

Selanjutnya ikatan kredit ini, dilakukan derg^n £}ur;;t-sy:uai y*ng dmr.iikan 
dibawah ini :

Pasal I.

Uang pinjaman tersebut diaias ini, Pihak Pertama dilmruskan membayar 
setlap btilannya scbesar Rp .................................... ( ......................................................

;............................... •..................... )
jumlah mana lelah termasuk bnnganya dan dibayar p:ida akhir bulan yang 
berjalan.
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1. ) embayaran dilakukan kepada dun di kantor Pihak kedua dengan alamal
....................................................................  dan atas setiap pembayaran yang
dilaktikan, Pihak Pertama menerima i;uuia bukti penyeiorannyy ikvvilansij.

2. Pihal. Kedua menagih, bil:tm:ina Pihak IVnam a mclalaikan kewajihan penye- 
toran pcmbnyaraimya.

3. llang pinjaman Ivrsebut diatas ini, sudah harus dihmasi penibayaran 
seluruhnya pada bulan ..........................................................  tahun l ‘>............

Pasal 3.

Guna nifinambah janiinan dan umggungan atas penibayaran kembali uang 
pinjaman tersebut berhulnmg dengan peniasangan ikatan kredii ini, Pihak Perlama 
dengan akta ini meniherikan langgungan (ikatan kredi!) hingga sejumlah

"Rp.............. (.......!.............................

atas tanah/lanah-tanah kepunyaan Pihak Pertama sebagaimana diuraikan di 
bawah ini :

1. Tanah hak ...............................  Sertipikat No- ..................................  terdaftar
pada tanggal .............................  tahun )9 ....... lerlela): ili Desa........................
............................... . Kecamatan .................................  Kabupaten/Kotamadya
................... .......................... . Daemh tingkat 1 ,...................................................
..................... ,.................... diuraikan dalam surat-ukur/gambar sinus! ,J
(anggal....... .....................................................  N o ................................................... .
luasnyn............. ......................M2 ( .......................................................................
............................................................... meter persegik

o • .........  ................. •<>

Pasal 2.

Pasal 4.
'Apabila penibayaran kembali uang pinjaman ini, lidak dapai dilunasi oleh 

Pihak Pertama menurut ketentuan pasal 2 ayal 3 teisebf’ di atas, m.ika Pjh.d; 
Perlama yang mengikalkan perjanjian dengan akta ikatan kredii im, m ein l^ i 
ktias:t yang lid;*k dapat thValuit kc/nha.'i, t:nUi): neujual di i:.tt‘ u-n v e l.m j
harla-l)i:nda yang »ncp.i'JtSi janiinan yang letsebut padj pasal 3 diat.ts.
Hasil penjualan unuini ini, s-etelali dipotong dengan Oesafny;; tiniij. piMjamar. 
bunganya dan biaya-biayn lainnya, sisanya diherikan dan diserahkan p.ula Pilsak 
Pertama.

Pasal 5.

Sclama pinjaman ini belum dilunasi, harta-benda yang menjadi janiinan dui

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERANAN CAMAT SELAKU ... ICVARA AMITABA BUDHIVAJA



tcrsehut (!a);tin pasal 3 dialas lidak boleh disewakan, digadaikan atau diil;at dengan 
ikalan kredit kedua ataupun dialihkan pada pihak lain l an pa i/jn Pihak Kedua.

Pasal 6.

Kedua helah pihak dalam perkura mengenai hal-lm! lersehul dialas memiiih
lempat kedudukan telap (domisili) di Panilera Pengadilan Negeri .....................
..................).

Pasal ....
s)

Pasal .....

B iaya alas pembuatan akia ikalan kredit ini, uang saksi dan ongkos-onp.kos 
lainnya, ditanggung se.penuhnya oleh Pihak Perlama.

Demikian akta ini dibuat dihadnpan .................................................. ..............

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan dimana perlu dijelaskan oleh kami, 
maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan kami, Pejabal 
Pembual Akta Tanah di ............................................................................ ......................
................... '............................................................................... 7)

Pihak Perlama Pejabal Pembuat Ak la  Tanah

(..................)

Pihak Kedua ( .............................................. .)
B a n k ...................

*

Saksi-suksi

n

( )
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Keierangan

1. Yang tidak perlu dicorct.
2. Diisi nama, inuur, krwat/ancgaraan, pekerjaan, tcmpat l in e a l,  jika to bersttami 

disebutkan juga kciciaiiK.m diatas mejigen.t. Miaminya.
3. Diisi nama, jnbatannya pada U.mk yang bcuangkutan, dan tempat keriudukan 

kanlur lhnkn\:t.
4. Diisi dan diuraikan sebagaimana mestinya jifca diperlukan.
5. Ruangan kosong disediakan bilamana diperlukan tambahan syarat-syaratnya.
6. Diisi nama, umur, kcwarganegaraan,. pefcerjaan, tempat tiii^ga! para saksi.
7. Diisi alamal kantor Pejabat Pcmbuat Akta Tanah.
8. Credici-vcrband masih lunduk pada kctcnlu;ii)»kcienUian dalam K ilab  Undang- 

Undang Hukum Pcrdala Darat dan Overschrijving ordonantie stbl. No.27/l#34. 
Dan untuk memberi kekuatan rksckusi maka "Kepala** akta ini dicantumkan.

. A T A S  N A M A  N E G A U A  RH PU BL1 K  IN D O N ES IA  !

9. Ak ta  crediet-vcrband ini bermcterai Rp.25,-
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LAMPIRAN b

AKTA

PEMBAGIAN HARTA WARISAN
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A K T A  P k M ltA G lA N  IIA U  I A W A K t S AN

No.

Pada hari ini, hari ...................  lan^al ............................ . I 1̂-
datang menghadap kepada kami ........................................................
Camat, Kepala Wilayah Kecamalan .............................................................. 1J
Oleh MciUcri Dalam Nirgyri dengan sur;it«kepuius;mnya 
berdasarkan ketentuan dalam paxal 5 Peralm an Menteri 1 )

tanggal .................................................  19.........  Nomor ...................................
Agraria No. 10/1%1 bertindak 11 sebagai 

ditunjuk
penjabat pcmbual akta lanali yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan 
Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang lV iuht’trran Tanah untuk Wilayah

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada 
kami 1 * dan akan disebuikan dibngian akhir ::kta ini :

1............................................................................................................................. 21
................................................................................................2 )

............................................. 2>

......’........... .............................................  2 )

.............*...............................  3)

....................................................................................  3)

............... ............................ ................... 2)

...............................................................  2)

.................................................... .............. 3 )

1>

I I ............................................................................................................... 3>
........  . 2)

3) 

2) 
3) 

3 ) 

2> 
2) 
3) 

2)

Para r^nghudap nwrn-rangkan bihwa :
pada langgnl ....... .............  telah meninggal dunia di ........ ............ ..
iempat tinggalnya yang tcrakhir..................................... . selanjutnya
discbut pewaris;
Menurut surut-kcterangan warisan tertanggal......................................
yang dibuat oleh para ahli waris yang disaksikan oleh Lurah.................
dan dikuaikan oleh ................... surat-keierangan maiia diperlihatkan

kepada .......
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kepada kami, pewaris telah tm-nin^alkan sebagai alili-waris, yalah :

1 .........4>< ............................. .
3........................................................................................
A......................................................................
5........................................................................................

para penghadap tersebut di atas.

dalam harta peninggaten pcwaris tersebut cJi nntara lainnya tcrmauik :
sebidang Tanah H A K  ........................*..............................  terletak '.!i ;

Daerah Tingkat ! : ........................................................................
Daerah Tingkat I! : ........................................................................
kecamatan : .......................... .............................................
D e s a  : ......................................

diuraikan dalam surat-ukur : Igl................................. N o ..........................
)u2s tanah : ........................................................................

(......................... )
berukuran panjang kurang-lebih : ....... ( ........................................... )m e te r 3)

lebar kurang-lebih : ....... ( ........................................... ) meter 3)

dan berbntasan di sebelah :

Utara : ................................. .......................
T im ur : .........................................................3J
Selatan : ................................... ......................
Barat : .........................................................3>

bahwa mereka, para ahli*waris, telah bersepakat untuk membagikan 
tanah warisan yang diuraikan di alas kepada :

pengliadap sub ........  di atas, yang dengan ini menerima penyerahan
tanah termaksud;

-  bahwa pembagian harta warisan ini dilakukan dengan syarat*syar3t 
sebagai berikut :

Pasal 1

Mulai hari ini segala keuntungan yang didapat dari dan scgala kerugian 
yang didcrita atas tanah tersebut menjadi hak/langgungan y jng  mrnerima 
hak.

Pass) :

Str,-»ua pilink dc-npim ini melcpasVan segala ti,iiliu:.n a im  i\ ip i-n  
nengem-i kekurangau-kel.urangan miuipun <clcbihan-kc!cbih.ir J j L m  ha] 
jembagian harta warisan ini.

Pasal 3

Ongkos pembuatan akta tni, uang saksi dan stgala biaya mengenai 
leralihan hak ini, d ip iltil o M i yang meniMima pembagian.

Pasal ...........
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...............;.......... M• •* ..... ,
...............................................«)

......................................«J

................. «)

............................<)

................................................................... <)

“ _ «)
........................... -i >

...............................................fl)

•u

Demikianlah akta ini dibuat dihudapan....................................................
....... '...................... ..................  5)
....................................................................  M

5)
... *........... ....... ................... *........ .................
......................................................................................................................................S )

................................................................... M

sebagai saksi-saksi dan sctelah dibucakan dan di muna perlu dijelaskan oleh 
kami, maka kem uJian akta ini dibubuhi tanda-tanBan/cap-jempol oleh 
para penghadap, saksi-saksi dan kami, Penjabat Pembuat Ak la  Tanah.

Pt-nj.'ibat Pembina Ak la  Tanah,

1 1 .

Mi.

Para penfihadap :

Para Saks! : 

*>

V ) (
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Yang tidak perlu dicorel. •
Diisi nama, umur, kewarganegaraan, pekerjaan, lempat lingga! jika* ia 
bersuami discbutkan juga keterangan diatas mengcnai buaminya.
Diisi dan diuraikan sebagaimana mcstinya jika dipcrhikan.
Ruangan kosong disediakan bilamana diperltikan tambahan syarat* 
syaramya.
Diisi nama, umur, kewarganegaraan, pekerjaan, tempal linggal para 
saksi.
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L A M P IO N  5

ATAS NAMA 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA
A k t a  H i p o t i k
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a t a s  n a m a

NKCAKA KKI’Hlil.lK INDONKSIA 
AKTA m roT iK

.........................

Pada hari ini, hari ..............................  ianggal ......................................  .......
ilalang menghadap kepada kami .............................................................................
Carnal, Kepala Wilayah Kecamatan__^ ........................................................... .* *
Oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusannya 
berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraluran Mcnicri l )

tanggal ...................................................  19.........  N om or...............................................
Agraria_Ni>. 10/1% I heilindak 1 * sebagai 

, ililimjuk
penjabat pembuat akta lanah ya:jg dimaksudkan dalam pasal 19 Peraluran 
IVmerintah No. 10 tahun I% 1  tcntany. Pendaflaran Tanah untuk Wilayah

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang kami kcnal/diperkenalkan kepada kan-i 1 * 
ilaii akan disebutkan dihagian akhir akta ini :

................................................................................................................................................... .2 )

.......................... .2 )

................................................. .2)

..................................................................... .2J

Sclanjulnya discbuI yang mcnghipotikkan. Pihak Pcrtnma;
II................................................................. ..........................................  2>

....... |.........................................  2)

................................................................ ...  2)
....................  ........................... 2)
.................................................  2)

Sclanjulnya discbut yang mcnerima hipotik. Pihnk Kedua;

Para penghadap mcncrangkan bahwa :

yang bcrhutaug dengan ini mengaku benar-benar telah berhutang dengan syah 
kepada yang ber-piutang, karena menerima uang pinjaman dengan usual 
sejumlalr Up......................... ( ............................................................

........;..................................... ....).
untuk pencrimaan uang mana akta ini k rlah i pul;: seh:.gai l.uula pe:ier.m.i.;n 
nya;

untuk hutang tersebut yang berhutang harus membayar bunga ...... ( .........
.............................) sebulnnnya, bunga mana harus ilibayar tiap-tiap akhir
bulan dan untuk pertnma kalinya pada akhir Luilau ............................ ..

luitang tersebut hams dibayar kembali selambat-lambalnya p:ula t.mggal

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERANAN CAMAT SELAKU ... ICVARA AMITABA BUDHIVAJA



semua pemhayaran-pcmbayaran harus dilakukan kepada dan di kantor
yang berpiutang d i ................................ deng.m menerima surat-tanda pencrima*
an uang yangselayaknya;

hutang tersebut beserta bunganya se-waktu-waklu dapat diiagih dan harus 
dibayar seketika dan sekaligus, bila yang berhutang melalaikan kewajibannya 
sebagai yang berlnitang, hila yang berhutang dinyalakan pailil alau karena 
apapun hiking kekuasaan atas hartanya, hila harta yang berhutang disita 
oleh orang lain, bila yang berhutang meninggal dunia, pula b ib  keadaun 
kekayaannya numdur sedemikian, hingga yang berhutang mcnurul per* 
tinibangan yang her-piutang tak akan dapat meinbayar hutangnya lagi;

guna menamhah jaminan dan tar.ggtmgan atas pembayaran kembali uang 
pokok. uang hunga dan segala biaya-biaya yang diperlukan seperti tertera
dalam akta ini, yang herhuiang dengan ini memberikan H IP O T IK ...................
kepada yang bcrpiutang hingga *ejumlah Up.............................. (........................
......................................................................................................................... ) a las:
sehidang lanah flak ............................  No...................................  terletak di

Propinsi
Kabupaten
Kecamatan
Desa

diuraikan dalam surat-ukur : tgl...................................No..............................
luas tanah : ............... ( ............ *........... „........................... );

berukuran panjang kurang-lebili : .......... ( ................................... . Jincicr;3*
lehar kurang-Iebih : ....... ( ........................................ )meter;J)

persil nomor Dal'tar ........... . kohir nomor .... ........ . blok ..... ,......... '............... J J
dan berbatasan di scbelah :

Utara : ......................................  J }
Timur : ...........................................
SVlatan : ......................................
l iarat : .........................................  J|

Scbniutnya penghadap tersebut pada sub II, dalam jab,tl.inn> a tersebut 
menerima hipotik tersebut atas nama yang Ixr^i'.jiang.

Para pengliadap menerangkan pula, lnh».\a o)el: kedua pihak le.ah di;an* 
jik.tn tfan disetujui ketentujnketcnwian s^bagJi berikut :

Jika pembayaran uang pnkuk at.ui uang-bunga dan angsuraiKingsurau memirul 
kiMentuaii'ketentuan tidak dipennhi sebagaimana mestniya, pemegatig posse dari 
akta ini diberi kekuasaan yang tidak boleh dicabut kembali untuk menjual di 
liatlapan iinmm tanah yang telah tli-ikatkan (di*hipu!i!.kan) dalam akta ini, dan 
sctelah tcrjual, diherikan kekuasaan untuk menyerahkan a pa yang terjual itu 
dengan hak inemindahkan kekuasaan* itu kepaua orang lain, agar dari peiulapatan
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iVnjahat iVm lwat A k I;» Ijn :ih .

Yung bcrpiutang, Yang berhulann.

Par:! Snksi :

Keterangan i

j ). Yung lidak perlu dieoret.
2). Diisi nama, itnuir, kewart'ancgaraan, pekerjaan, tcmpat tinfoil, jika ia bcrstiami 

discbulkan ju^a keterangan dialas menuenai suuminya.
3). Hanya diisi bila tanahnya belum diuraikan dalam suatu surat-ukur.
4). Diisi nama, umur, kewarganegaraan, pekerjaan, lempai linggal pan wksi.
5). Diisi wilayah kerja Pcjabat Pembuat Ak la  Tanah.

Catalan : .

Aku Hipulik rnaiilt tmduk pada kctcnIn;*n-kt*n*nu;:m d;ilam Kilab 
mi.j i i j . ilukiun IVrduia Barat dan Ovcrschrijvijig ordunantic sihl. >..• ii.M 

).t-i untuk niemberi kckuaian eksekusi maka "Kcpula" akta ini daai;: t i im i i

ATAS NAMA M-CAliA K B 'U B U K  INDONESIA.
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I .  II a ra a 
A lanat

Yang bertanda tangan dibawah in i  kani i

SURAT JU A L BK IjI  HU1IAH DAII TA11AH

: ITASIIIAH.

6

; Xetintang I /2 9  Surabaya,

I I .  II n e  a 
Alomat

3elanjutnya dicebut pihak k e .I.
: m m .
\ 1'etintang 1/29 Surabaya,

selan jutrjya disebut pihak k e . I I .

Denman in i kami pihak k e .I menerangkan didepan pihak k e . I I  dan para sa lx i2 , 
bahwa kami merapunyai sebuali rumah terbuat d a ri batu (Topongan) dan atap genting 
dengan ulcuran 4 x 12 m eter, Dan bemkuran tanah masing2 lobar mulra 6,5 meter dan 
bolakang 6,5  meter; panjang sanrping IdLri 19 meter kanan 20 meter, te r le ta k  d i ja lan  
Kotintang l/29, lingkungan VFonokromo Kota Hadya Surabaya dengan batas2nya sebelah :

Rum eh tsb, d iatas in i  telah  kani ju a l kepada pihak t e . I I  te r ja d i dengan harga 
sobesar Up, 61.000,—  (Enam Puluh Satu ttibu Sujdoh), uang nana oleh pihak k c .l te lah  
d iterim a pemth d ari pihak k e . I I  dan untuk tanda penerimaan surat in i  znenjadi kw itansi 
nya.

Selan jutnya kami kedua belah pihak mengadakcn p e rjan jian  sebagai beriku t :
( 1 ) .  Tarhitung rrulai h a ri in i ,  balnraapa yang te lah  d iju a l dengan curat in i  te lah  

menjadi liak m ilik  pihak k e . II  dan segala rec iko  dan b i^ ra  tentang h a l itu  te la l 
menjadi tanggungan pihak k e . I I .

( 2 ) ,  Pihak k e .I memnggung kepada pihak k e . I I ,  bahwa apa yang te lah  d iju a l dengan 
surat in i ,  tid ak  digadaikan atau dipertanggungkan dengan cecara apapun juga

. kepada orang la in  atau pihak j
(3 )./  K hak  k e .I taenanggung kepada piJiak k e . I I ,  bahwa ia  adalah satu2nya yang berhak. 

atas itu  dan tidak  tersanglavfc urusan a h li w aris la g i.
(4 ) ,  Pihak k e . II  r.enerima apa yang te lah  d ib e lin ya  dengan surat in i  menurut keadsan 

pada wcktu sekarang dan menyetujui apa2 yang tercantum didrxlam surat ju a l b e li 
in i  dan tidalc akan mengganggu gugat untuk it u  dikemudiiui h a ri.
Pada alchimya balnea apa yang te lah  d iju a l b e li dengan surat in i  te lah  te r jad i 

dengan ayah dan surat in i  dapat dipergunakan ijLinana p e rlu .-

Utara : pekarangannya Sdr, D JALIL.
Timur : pekarangannya. Sd r. NASIMAIT (p ihal: k e . I) .
Se latan  : pekarangannya Sdr, IfU’A L l.
Barat : pekarangannya Sd r, A il9

Surabaya, tanggal 5 A p ril 1970.-
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SMUT PiiRJ'AlJJIAK JUAL-BKL.I

M A H  PEKARAflGAlf

DI-DJSSA NGIHDENJAHGKUfrGAM ££C.SUK0L1LG 

’ ■ ‘ KOTAMJlMA DATI XI SURABaYA “  -

YANG BERTAKDA TAuGAH HI BAWAH I]£L ;

I .  N a m a i K A I  A I  U H

U m u r  : 36 Tahun

P e ]c e i  J a  a a  i Tani.

A 1  a m a t  ; Hginden G g .I lA 2 1  Surabaya

* -DALAM SURAT PEHJAftJI AH I  ill IESEBUT 

PIHAK KE.I ( PK1UUAL ) .

I I .  H a m a : i)rs
♦ • « „  ̂« * • *

U m. u  r  : 3 7  Tahun

P e l c e r a a a n  : Perum Perhutani Surabaya

A 1  a m. a t  : J l.M aayar K artika  1/46 Surabaya

DALAM PERJAKJIAN IHI UISEBUT PIHAK 

k e .I I  ( .PMBEf‘,1 )
< ■ '  v • • r

Dengan i n i  menerangkan dengan sesungguhnya dan d isa k sik a a  
*

o leh  Pamong Desa Ngindenjangbmga n Kecamatan S u k o lila  Kotama 

dya D ati I I  Sura baya. Pada. Hari Jum»at tgL* 6 J u l i  -  1979 P i
* * •  ̂

hak ke* I  ( Penjuai ) menjua. 1  tanaii Yasan yang te r le ta k  Ngui 

den G g .I l/ l i i l  Desa HgLndenjangkungan Surabaya, dengan. ukuran- 

Panja ng 19*30 It Lefrar 8 tfP - Petok D No.334 P e r s i l  17  d I I .

DENGA N BATAS-BaTASHYA*

Sebela h Timur : Tanah io il ik  Sdr.BACH'HAR

Sebela h Ba r a t  ; Tanah m ilik  Sdr.MIDIAK
4

Sebela h U taia : Tanah m ilik  Sdr.flJALAL
i • - *■

Sebelah. S e la ta n  : Jl.Mgijiden. G g.II
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(Danah te rse b u t d iju a l  dengan harga Rp* 1*800*000 ( S&tu- 

Ju ta  Delap an Ratus Rupiah ) dengan dibayar lun as dan a h li  V/a 

r i s  Piha. k  1  ( PenjukL ) tid a k  boleh  mengganggu gugat l a g i .
* » • * • ^

Dan S u rat Perj.aniian  i n i  juga dianggap sebagai K vatansinja*
* •

Demikian Surat P e r ja n jia n  i n i  ju ga  kami Duat dengan ra sa  
* # 

kesa dacafi dan ^ang berw ajib menjadikan p e rik sa  adanya*

Piha k. K beli ) Pihaic ke*I ( Penjual )

l kayatuk )

Saksi Pamong 

1. Achiyat 

2* Salam

Surabaya, 6 Juli *  1979 

etahul

NDEliJAl^GKUUGAH

Sa ksi persetujuan 

1 * Kiyar :

2* Munasri
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STJSAT K£'V^A^KV.  .TTTAL TV IA 5

Pada h a ri in i  karris ta n ^ v 'l 'I Tteror.bor 1?*?? tclr-h kctp?d*
kard, Kepala D^ca Sinoc.ulyo, TCcc^r-tar. Tandcc.K^ter.dya Sur-brya. 
l.ffana i 3AT)TRAF.

A lanat : S irttre jo  GC.X I/2 ? S u r e ty * .
da n se lan ju tnya d isebut p ih sk k ssa tu /p cn ju a l.

: Banyii H rip  Vet&n Y/5? Surr hrya. 
dan se len ju tn ya  d isebut pihak kc-dua/poy-bcli•

Pada h a ri in i  tang sa l tsb . diat:-.2 , p ihsk k ic t tu / ;- :::ju '1 ts la l. 1:t 
fakat untuk m snjual tr.r.oh h>.k rr.iiiknya y&r^; ^sru.-r c ? v h  ko:\ ia  y. 

kedua/penbeli nienurut p*tnk 3> l*o. :  103* yan& ts r lo ta k  d idacrrh  
-Sin.nrsjo G g .X l,
Deiigan ukuran Sbb: Panjanc : 2C (D ia  puluh) raeter.

Lebar s 1C (sepuluh )

Ad&pun ba.tas2 Sbb:
Sebelah U tara  
Sebelah S e la ta r  
Sebelah B a ra t 
Sebelah Timur

•Tanah m ilik  Sdr* Toer.icar..
Ja la n  karopung.
Tanah m ilik  Sd r.?:.’?  1-^\0:

Tanah n i l ik  S d : , R . K  X , 
tEar.ah tsb  te la h  d i ju a l dengan har^a Hp. 800.000,00 (itelapan rrtu s  
'xJrbu ru p iah ) dan d ib ty a r lunas.

Se lan ju in ya  dir-ufs.krtknr. pu la, br-hv:̂  ?c te la h  tfinob' -tcb di ju a l ^ Ish 
pihak kesatu/p^njual keprda pihak kedua/penbeli, maka se£?.la 'rssifcft 
»tas ur.tur-g dan ru jir.y f: r.enjadi tanr^uns jav.xb pihak ksdua 'pcsfcaU•

D erik ian  surM- ketorr^an ^ual b s li ir ,i d iv u tt ■‘,erifc:?! sabenarnya dcr 
dapat iis.nc;,_x.p scbr.^r.i b .:ita :is i po~.b?yarar. i.-.r.sh *s’c ii^.tnc -'tnjan 
syah. ■ •<'

Surabaya,. 4 "■escob^r 1930,
JglgAjC m )U A / r o m iI PIHAK KEPitftf/PEKJIJAL

cC" Si-̂ r'ilyo

■̂nyrs h\,ttt v n  ̂
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